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Good Corporate Governance (GCG) tidak lain pengelolaan bisnis yang 
melibatkan kepentingan stakeholders serta penggunaan sumber daya berprinsip 
keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan hal ini akan segera 
bisa dirumuskan lebih lanjut dan diterapkan dalam perusahaan-perusahaan. 
Keberadaan suatu industri seringkali diikuti dengan timbulnya keresahan 
masyarakat sekitar akan munculnya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar 
maupun kehidupan sosial masyarakat, yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi 
perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itulah diperlukan 
suatu solusi yang dapat menjawab permasalahan diatas, salah satunya adalah 
dengan melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility). Perusahaan PT. 
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan perusahaan multinasional yang 
memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta telah memiliki program 
Corporate Social Responsibility (CSR) sejak tahun 2008.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap 
program CSR di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dan mengkaji hubungan antar 
variable-variabel yang mempengaruhi persepsi dengan persepsi masyarakat 
terhadap program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Penelitian ini 
dilakukan di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Desa Sepat Kecamatan Masaran 
Kabupaten Sragen dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan lokasi 
penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Sampel dalam penelitian ini 
adalah masyarakat penerima bantuan program CSR. Masyarakat  penerima 
bantuan program CSR, secara keseluruhan dijadikan sebagai populasi yang 
tersebar di 5 dusun, yaitu dusun Sepat, Gandu, Tekikrejo, Jatirejo, dan Selorejo.
Responden yang digunakan sebanyak 40 responden dengan menggunakan teknik 
acak sebanding (proporsional random sampling). Sedangkan metode analisis 
yang digunakan adalah Uji Koefisien Korelasi Rank Spearman (rs). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pembentuk persepsi penerima program 
terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah penelitian
dalam kategori sedang. Sedangkan persepsi penerima program terhadap program 
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kategori filantropi. Serta dapat 
disimpulkan bahwa : usia signifikan dengan program CSR, dengan nilai rs 0,329. 
Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan program 
CSR dengan nilai rs adalah 0,318. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis 
pekerjaan dan program CSR dengan nilai rs sebesar 0,436. Terdapat hubungan 
yang signifikan antara tingkat pendapatan dan program CSR dengan nilai rs 
sebesar 0,376. Terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial dan 
program CSR dengan nilai rs sebesar 0,382
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PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang 
Good Corporate Governance adalah mekanisme bagaimana sumber daya 
perusahaan dialokasikan menurut aturan hak dan kuasa. Good Corporate 
Governance (GCG) tidak lain adalah pengelolaan bisnis yang melibatkan 
kepentingan stakeholders serta penggunaan sumber daya berprinsip keadilan, 
efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut, dalam keberadaannya 
penting dikarenakan dua hal. Hal yang pertama, cepatnya perubahan 
lingkungan yang berdampak pada peta persaingan global. Sedangkan sebab
kedua karena semakin banyak dan kompleksitas stakeholders termasuk 
struktur kepemilikan bisnis. Dua hal telah dikemukakan, menimbulkan 
turbulensi, stres, risiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang dan 
ancaman dalam strategi termasuk sistem pengendalian yang prima. Good 
Corporate Governance tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan 
antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Good Corporate 
Governance dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak 
yang berhubungan dengan perusahaan (stakeholders). Diharapkan hal ini 
dapat segera dirumuskan lebih lanjut dan diterapkan dalam perusahaan-
perusahaan.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab
perusahaan terhadap lingkungannya. Terdapat dua hal yang dapat mendorong 
perusahaan menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu bersifat 
dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan (internal 
drivers). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, 
hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan. Pendorong 
dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan 
pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk tingkat kepedulian atau tanggung 
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4jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (community 
development responsibility) (Efendi, 2006).
Saidi dan Abidin (2003) dalam Ambadar (2008) membuat matriks yang 
menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang memotivasi perusahaan 
melakukan CSR. Tahap pertama adalah corporate charity, yakni dorongan 
amal berdasarkan motivasi keagamaan. Tahap kedua adalah corporate 
philantrophy, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari 
norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan 
pemerataan sosial. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu 
memotivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip 
keterlibatan sosial.
Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang 
hanya berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate 
value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab 
perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, selain aspek finansial juga 
sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai 
perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable), tetapi juga harus 
memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta 
bagaimana resistensi masyarakat sekitar terhadap perusahaan yang dianggap 
tidak memperhatikan lingkungan hidup (Untung, 2008).
Triple bottom line adalah suatu pendekatan yang menarik dalam 
melakukan penilaian perusahaan. Bottom line pertama adalah pertumbuhan 
perusahaan yang dilihat dari aspek keuangannya. Bottom line yang kedua 
adalah tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan. Sedangkan yang 
ketiga adalah tanggungjawab perusahaan pada komunitas (Sukarmi, 2008).
Keseimbangan triple bottom lines dipahami sebagai upaya sungguh-
sungguh untuk bersinergi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang 
secara konsisten mendorong keberimbangan tiga sektor utama, ekonomi sosial 
dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai program 
pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap 
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memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
Makin populernya pemahaman pembangunan berkelanjutan dan triple 
bottom lines dewasa ini tidak terlepas dari semakin terintegrasinya isu 
lingkungan hidup memang layak untuk disandingkan dengan isu utama 
lainnya, ekonomi dan sosial politik. Upaya mendorong tiga isu utama 
pembangunan saat ini makin dikenal dengan rangkaian jargon politik, 
economic prosperity, social justice, dan environmental sustainability.
Kesadaran untuk menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan 
tengah menjadi arus utama pemikiran politik Indonesia dewasa ini. Bola salju 
kesadaran untuk mendorong praktik triple bottom lines semakin menggumpal 
ketimbang hanya masih berkutat pada strategi politik single bottom line, 
pencapaian ekonomi semata, tetapi mengakibatkan dehumanisasi dan 
deekologi.
Fakta menunjukkan bahwa pencapaian keseimbangan triple bottom lines
tidak akan maksimal jika hanya didorong oleh entitas pemerintah. 
Kemaksimalan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat 
tercapai apabila ada kerjasama antar tiga elemen sosial yaitu pemerintah, 
bisnis, dan masyarakat sipil. Kerjasama secara positif antar tiga entitas sosial 
tersebut dipahami sebagai kemitraan tiga sektor (trisector partnership).
Untuk kalangan bisnis, terbukanya peluang untuk berinvestasi di daerah, 
dengan kelimpahan modal sosial dan modal alam seharusnya diimbangi 
dengan kepatuhan maksimal terhadap regulasi (within regulation). Bahkan, 
bilamana memungkinkan setelah kepatuhan maksimal, kalangan bisnis 
seharusnya juga mampu melakukan hal konstruktif jauh melampaui regulasi 
yang ada (beyond regulation).
Pada ujung geliat bisnis tersebut, seharusnya entitas ini tidak hanya 
mampu menciptakan kondusivitas pertumbuhan ekonomi Indonesia (economic 
prosperity), tetapi turut menciptakan atmosfir berkeadilan sosial dan 
berkelanjutan lingkungan hidup. Upaya pencapaian keseimbangan triple 
bottom lines tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi entitas masyarakat 
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dan entitas bisnis yang memadai seperti selama ini diusung oleh kalangan 
masyarakat itu sendiri. Pemantauan kinerja tersebut seharusnnya mampu 
membidani lahirnya strategi konstruktif guna memaksimalkan hambatan 
negatif dalam pembangunan tiap daerah di Indonesia (Sampurna, 2008).
Sejarah pembangunan ekonomi yang diyakini telah mencapai tingkat 
pertumbuhan yang cukup tinggi, ternyata masih menyisakan permasalahan 
sosial yang cukup serius. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu 
konsep yang diharapkan mampu memberikan alternative terobosan baru dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin.
Dalam keterbatasan peranan negara menyelesaikan permasalahan sosial, 
desentralisasi sebagai wujud pengakuan pada peranan sektor privat telah 
memberi peluang yang cukup besar bagi sektor tersebut untuk 
menyumbangkan resources yang dimilikinya guna menyelesaikan masalah 
sosial tersebut. Dengan demikian era desentralisasi merupakan momentum 
yang relevan bagi realisasi program CSR sebagai wujud keterlibatan sektor 
privat dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga mereka terbebas 
dari permasalahan sosial yang mereka hadapi. Harapan yang cukup besar pada 
CSR tersebut.
Keberadaan suatu industri seringkali diikuti dengan timbulnya keresahan 
masyarakat sekitar akan munculnya dampak negatif terhadap lingkungan 
sekitar maupun kehidupan sosial masyarakat, yang ditimbulkan oleh kegiatan 
produksi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika 
keberadaan dampak tidak diatasi dengan baik, dikhawatirkan dapat 
memberikan citra buruk bagi perusahaan tersebut. Sementara dilain pihak, 
meskipun tujuan utama dari setiap perusahaan adalah maksimalisasi 
keuntungan (profit), namun sudah selayaknya bagi setiap perusahaan untuk 
memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitarnya.
Citra perusahaan yang buruk, sering dimunculkan di media masa 
ataupun hanya di kalangan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Jika terus 
dibiarkan, hal ini jelas sangat merugikan dan tidak mendukung kelancaran 
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produktivitas dan keuntungan. Kini semakin diakui bahwa perusahaan sebagai 
pelaku bisnis tidak akan bisa terus berkembang apabila perusahaan tersebut 
menutup mata atau tak mau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial 
sekitarnya. Hingga pada akhirnya akan menimbulkan ketergantungan antara 
pihak perusahaan dengan masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu solusi 
yang dapat menjawab permasalahan diatas, salah satunya adalah dengan 
melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility).
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang didirikan pada tahun 1985
merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai bahan 
makanan dan berkantor pusat di Jakarta. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
telah menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) semenjak 
tahun 2008 dan program-programnya telah berjalan hingga saat ini dan hal ini 
menarik untuk diteliti tentang bagaimana persepsi penerima program terhadap 
program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
B.  Perumusan Masalah 
Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan 
kesejahteraan sosial pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk 
melakukan perubahan dan perbaikan. Dalam konteks tersebut, upaya 
pemecahan sosial dapat dibedakan antara upaya pemecahan berbasis negara 
dan berbasis masyarakat. Perwujudan kesejahteraan setiap warga merupakan 
tanggung jawab negara, sehingga sudah sepatutnya negara responsif terhadap 
keberadaan masalah sosial.
Di lain pihak masyarakat sendiri juga perlu responsif terhadap masalah 
sosial jika menghendaki kondisi kehidupan berkembang kearah yang semakin 
baik. Salah satu bentuk tindakan negara untuk memecahkan masalah sosial 
adalah melalui kebijakan sosial. Suatu kebijakan dapat dirumuskan dengan 
baik apabila didasarkan pada data dan informasi yang akurat yang diperoleh 
dari studi masalah sosial sehingga bila diimplementasikan akan mampu 
menghasilkan pemecahan masalah yang efektif. Upaya pemecahan sosial 
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suatu perubahan sesuai dengan yang diharapkan. 
Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah 
dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan 
berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan 
mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.
Program CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Dengan adanya 
Undang-Undang ini, industri atau koorporasi-koorporasi wajib untuk 
melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang 
memberatkan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah persepsi penerima program terhadap program CSR Tiga 
Pilar Sejahtera Food Tbk ?
2. Bagaimanakah hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi 
persepsi dengan persepsi penerima program terhadap program CSR Tiga 
Pilar Sejahtera Food Tbk ?
C.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan seba-
gai berikut :
1. Mengkaji persepsi penerima program terhadap program CSR di PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food Tbk.
2. Mengkaji hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi persepsi 
dengan persepsi penerima program terhadap program CSR PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Food Tbk.
9D.  Kegunaan Penelitian
1. Bagi peneliti, penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi sebagian per-
syaratan guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan 
masukan terkait persepsi masyarakat terhadap program CSR.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan memperluas wawasan dan 
khasanah tentang CSR (Corporate Sosial Responsibility) baik bagi peneliti 




A.  Tinjauan Pustaka
1. Good Corporate Governance
Secara umum istilah governance lebih ditujukan untuk sistem 
pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada 
tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para 
stakeholder. Good Corporate Governance memang menyangkut orang 
(moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Menurut 
Warta BRI (2001) ada empat model pengendalian perusahaan :
a) Simple financial model
Adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Karena tidak 
memiliki saham, dikhawatirkan manajer akan banyak merugikan 
pemilik saham. Maka diperlukan kontrak insentif (misalnya hak 
pemilikan, bonus, dll), atau aturan-aturan yang melindungi 
kepentingan pemilik.
b) Stewardship model
Berbeda dengan model pertama, manajer dianggap Steward, sehingga 
tidak terlalu perlu dikontrol. Ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga, 
dimana direksi dikendalikan ketat oleh pemegang saham, sehingga 
diperlukan direktur yang independen.
c) Stakeholder model
Perusahaan merupakan satu sistem dari stakeholder dalam suatu 
sistem masyarakat yang lebih luas. Suara stakeholder diakomodasi 
dalam struktur dewan direksi. Karyawan diusahakan bekerja seumur 
hidup.
d) Political model
Pemerintah memiliki pengaruh besar, misalnya dalam mengatur 
jumlah maksimum kepemilikan saham dan lain-lain.
8
11
Pada prakteknya, Good Corporate Governance dilaksanakan 
dengan gabungan dari empat hal diatas. Tujuannya adalah bagaimana 
mengarahkan dan mengontrol perusahaan  melalui distribusi hak atau 
tanggungjawab semua pihak dalam perusahaan. 
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang baik antara lain :
a) Transparancy
Pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua 
pihak berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan bisa terjadi. 
Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang 
diperlukan, demikian pula perusahaan go-public.
b) Fairness
GC (Good Corporate) yang baik mensyaratkan adanya perlindungan 
untuk hak minoritas. Perlakuan yang sama dan adil pada semua 
pemegang saham, melarang kecurangan insider trading.
c) Accountability
Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan 
antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggung-
jawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk 
karir karyawan.
d) Responsibility
Adanya kepatuhan perusahaan pada peraturan dan undang-undang 
yang berlaku.
e) Etika Kerja
Good Corporate lebih banyak mengatur komisaris dan direksi, 
namun prinsip-prinsip Good Corporate harus diangkat menjadi etika 
kerja perusahaan. Diperlukan penerapan prinsip-prinsip Good 
Corporate dalam perilaku kerja karyawan perusahaan. 
Good Corporate Governance dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan 
(stakeholders). Diharapkan hal ini akan segera bisa dirumuskan lebih 
lanjut dan diterapkan dalam perusahaan-perusahaan (Warta BRI, 2001).
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Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan (trend) meningkatnya 
tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai 
wujud implementasi Good Corporate Governance (GCG). Salah satu 
implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan Corporate Social 
Responsibility (CSR). Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan 
CSR menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian 
masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan. CSR 
menurut World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) 
adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis 
(behavioral ethics) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan (Effendi, 2009).
Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong 
terciptanya pasar yang efisien, dan konsisten dengan peraturan 
perundang-undangan. Penerapan Good Corporate Governance perlu 
didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan 
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 
masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-
prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:
a) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan 
yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, 
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum 
secara konsisten (consistent law enforcement).
b) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan Good Corporate 
Governance sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
c) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta 
pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan 
kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara 
obyektif dan bertanggung jawab.
2. Masalah Sosial Masyarakat Sekitar Perusahaan
Menurut Soerjono Soekanto dalam Soetomo (2006) masalah sosial 
adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau 
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masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika 
terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan 
gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok 
atau masyarakat.
Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok 
antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat 
menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana 
alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga 
yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, 
pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain 
sebagainya.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor,
antara lain:
a) Faktor Ekonomi : kemiskinan, pengangguran, dll.
b) Faktor Budaya   : perceraian, kenakalan remaja, dll.
c) Faktor Biologis  : penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
d) Faktor Psikologis: penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
Kemiskinan yang sudah mengglobal saat ini adalah masalah sosial 
yang menjadi target seluruh negara di dunia untuk ditekan, bahkan 
dihapuskan (Untung, 2008). Kemiskinan itu adalah sumber kejahatan dan 
kemaksiatan, secara harafiah kata miskin diberi arti tidak berbenda. 
Sayogyo (Suyanto, 1995) membedakan tiga tipe orang miskin, yakni 
miskin (poor), sangat miskin (very poor) dan termiskin (poorest).
Penggolongan ini berdasarkan pendapat yang diperoleh setiap orang 
dalam setiap tahun.
Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional 
dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi 
kekurangan sandang, pangan dan papan. Hidup dalam kemiskinan 
seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap ragam sumber daya 
dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh 
sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling mendasar 
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tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital 
(Suyanto, 1995).
Masalah kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah yang 
berkaitan dengan martabat manusia (human dignity), karena itu 
pemecahannya pun harus berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan 
nonmaterial masyarakat. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang 
dirasakan masyarakat dalam posisi relatif mereka dari yang lain, dan 
bukannya kondisi atau keadaan yang dinilai dan ditentukan dari luar 
(Suyanto, 1995).
Untuk memerangi kemiskinan secara frontal di semua sektor, yang 
diperlukan adalah upaya-upaya yang memihak, memberi perlindungan 
(bukan sekedar persamaan kesempatan berusaha) yang seluas-luasnya 
dan membiarkan masyarakat miskin itu memintal sendiri jaring-jaring 
sosial yang dapat memperkuat posisi tawarnya. Apa yang dianjurkan 
menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah 
kebijaksanaan yang memberi ruang gerak, fasilitas publik dan 
kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan 
kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah 
mereka sendiri dan tidak untuk menekan dan mendesak mereka ke 
pinggir-pinggir atau ke posisi-posisi ketergantungan (Suyanto,1995).
Kesimpulan utama laporan Bank Dunia, bahwa strategi yang 
paling efektif untuk mengurangi kemiskinan terdiri atas dua bagian yang 
saling menunjang dan sama penting, yaitu:
a) Penciptaan peluang bagi kaum miskin untuk mendapatkan sumber 
pendapatan melalui pola pembangunan yang menggalakkan 
penggunaan tenaga kerja secara efisien,
b) Meningkatkan kesejahteraan kaum miskin dan meningkatkan 
kemampuan mereka untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut 
dengan cara meningkatkan pelayanan-pelayanan umum (pendidikan, 
kesehatan, dan lain–lain ).
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Sumber masalah-masalah sosial menemui pengertiannya sebagai 
sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan 
kehidupan sosial serta bertentangan dengan standar sosial yang telah 
disepakati. Keberadaan masalah sosial ditengah kehidupan masyarakat 
dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan 
analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Dalam 
mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan sebagai 
perangkat untuk membaca aspek masalah secara konseptual. Eitzen 
(Soetomo, 2006) membedakan adanya dua pendekatan yaitu person 
blame approach dan system blame approach.
Person blame approach merupakan suatu pendekatan untuk 
memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah 
menempatkan individu sebagai unit analisanya. Sumber masalah sosial 
dilihat dari faktor-faktor yang melekat pada individu yang menyandang 
masalah. Melalui diagnosis tersebut lantas bisa ditemukan faktor 
penyebabnya yang mungkin berasal dari kondisi fisik, psikis maupun 
proses sosialisasinya.
Sedang pendekatan kedua system blame approach merupakan unit 
analisis untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Pendekatan 
ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan struktur sosial lebih dominan 
dalam kehidupan bermasyarakat. Individu sebagai warga masyarakat 
tunduk dan dikontrol oleh sistem. Selaras dengan itu, masalah sosial 
terjadi oleh karena sistem yang berlaku didalamnya kurang mampu 
dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk 
penyesuaian antar komponen dan unsur dalam sistem itu sendiri. Dari 
kedua pendekatan tersebut dapat diketahui, bahwa sumber masalah dapat 
ditelusuri dari ”kesalahan" individu dan "kesalahan" sistem. 
Mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut akan sangat berguna dalam 
rangka melacak akar masalah untuk kemudian dicarikan pemecahannya 
(Soetomo, 2006).
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Parillo (Soetomo, 2006) menyatakan, kenyataan paling mendasar 
dalam kehidupan sosial adalah bahwa masyarakat terbentuk dalam suatu 
bangunan struktur. Melalui bangunan struktural tertentu maka 
dimungkinkan beberapa individu mempunyai kekuasaan, kesempatan dan 
peluang yang lebih baik dari individu yang lain. Dari hal tersebut dapat
dimengerti apabila kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat yang 
lebih besar dari kondisi sosial yang ada sekaligus memungkinkan 
terpenuhinya segala bentuk kebutuhan, sementara dipihak lain masih 
banyak yang kekurangan.
Memang diakui, bahwa di satu sisi sektor industri atau korporasi-
korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun regional, tetapi di sisi lain 
ekploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali 
menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Karakteristik 
umum korporasi skala besar biasanya beroperasi secara enclave, dan 
melahirkan apa yang disebut sebagai “dual society”, yakni tumbuhnya 
dua karakter ekonomi yang paradoks di dalam satu area. Di satu sisi 
ekonomi tumbuh secara modern dan sangat pesat, tetapi di sisi
masyarakat, ekonomi justru berjalan sangat lambat atau bahkan berhenti. 
Kehidupan ekonomi masyarakat semakin involutif, disertai dengan 
marginalisasi tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena basis teknologi 
tinggi menuntut perusahaan–perusahaan besar lebih banyak menyedot 
tenaga kerja terampil dari luar masyarakat setempat, sehingga tenaga–
tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi 
terbuang. 
Keterpisahan inilah yang kemudian menyebabkan hubungan 
perusahaan dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan diwarnai 
berbagai konflik serta ketegangan. Berbagai tuntutan seperti ganti–rugi
atas kerusakan lingkungan, pemekerjaan (employment), pembagian 
keuntungan, dan lain-lain sangat jarang memperoleh solusi yang 
mendasar dan memuaskan masyarakat. Situasi tersebut diperparah oleh 
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kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi 
yang bersifat profit-oriented semata. 
Di masa–masa yang lalu keadaan seperti ini dipandang sebagai 
tidak ada masalah karena tradisi represif dalam pemerintahan kita masih 
sangat dominan. Namun perubahan tatanan politik Indonesia pada akhir 
tahun 90–an telah mengubah secara drastis cara pandang tersebut. 
Masyarakat kini menginginkan suasana keterbukaan, termasuk dalam 
kaitan dengan pengelolaan berbagai sumberdaya alam dan kegiatan 
ekonomi pada umumnya. Pola hubungan masyarakat dan perusahaan 
juga sudah berubah secara total. Masyarakat kini telah semakin well 
informed, sehingga daya kritis dan keberanian mereka untuk 
mengemukakan aspirasinya secara lebih terbuka semakin meningkat, 
termasuk tuntutannya terhadap perusahaan yang beroperasi di lingkungan 
mereka. Karena itu, pihak perusahan dituntut untuk membangun 
fundamental hubungan yang lebih baik, sehingga terbentuk sebuah 
kerangka hubungan yang harmonis antara perusahaan atau industri 
dengan lingkungan strategisnya. Hubungan baik tersebut, harus 
diletakkan pada prinsip-prinsip simbiosis mutualistis, saling pengertian 
dan saling memberi manfaat. 
Perubahan–perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat itulah 
yang kemudian di Indonesia memunculkan kesadaran baru tentang 
pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate Social 
Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan garis tuntunan 
(guideline) bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya 
mementingkan dirinya sendiri saja (selfish) sehingga mengasingkan diri 
dari lingkungan masyarakat ditempat mereka bekerja, melainkan sebuah 
entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan 
sosialnya.
Pemberdayaan mayarakat pada dasarnya merupakan kegiatan 
terencana dan kolektif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang 
dilakukan melalui program peningkatan kapasitas orang, terutama 
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kelompok lemah atau kurang beruntung (disadvantages groups) agar 
mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, 
mengemukakan gagasan, melakukan pilihan-pilihan hidup, melaksanakan 
kegiatan ekonomi, menjangkau dan memobilisasi sumber, berpartisipasi 
dalam kegiatan sosial.
Melalui program–program pelatihan, pemberian modal usaha, 
perluasan akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kemandirian, 
proses pemberdayaan diarahkan agar kelompok lemah tersebut memiliki 
kemampuan atau keberdayaan. Keberdayaan di sini bukan saja dalam arti 
fisik dan ekonomi, melainkan pula dalam arti psikologi dan sosial, seperti 
(Suharto, 2006):
a) Memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan diri 
dan keluarganya
b) Mampu mengemukakan gagasan di dalam keluarga maupun di depan 
umum
c) Memiliki mobilitas yang cukup luas
d) Berpartisipasi dalam kehidupan sosial
e) Mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan 
hidupnya
Kegiatan-kegiatan pemberdayaan biasanya dilakukan secara 
berkelompok dan terorganisir dengan melibatkan beberapa strategi 
seperti pendidikan dan pelatihan ketrampilan hidup (life skill), ekonomi 
produktif, perawatan sosial, penyadaran dan pengubahan sikap dan 
perilaku, advokasi (pendampingan dan pembelaan hak-hak klien), aksi 
sosial, sosialisasi, kampanye, demonstrasi, kolaborasi, kontes atau 
pengubahan kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan 
kelompok sasaran. Berbeda dengan kegiatan bantuan sosial karitatif yang 
dirincikan oleh adanya hubungan patron-klien yang tidak seimbang, 
maka pemberdayaan masyarakat dalam program Community 
Development didasari oleh pendekatan yang partisipatoris, humanis dan 
emansipatoris yang berpijak pada beberapa prinsip sebagai berikut:
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a) Bekerja bersama berperan setara.
b) Membantu rakyat agar mereka bisa membantu dirinya sendiri dan 
orang lain.
c) Pemberdayaan bukan kegiatan satu malam.
d) Kegiatan diarahkan bukan saja untuk mendapatkan hasil, melainkan 
juga agar menguasai prosesnya.
e) Agar berkelanjutan, pemberdayaan jangan hanya diperpusat pada 
komunitas lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas 
termasuk kebijakan sosial.
Tujuan utama pendekatan Community Development adalah bukan 
sekedar membantu atau memberi barang kepada si penerima, melainkan 
berusaha agar si penerima memiliki kemampuan atau kapasitas untuk 
mampu menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, semangat utama 
Community Development adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh karena 
itu, kegiatan Community Development biasanya diarahkan pada proses 
pemberkuasaan, peningkatan kekuasaan, atau penguatan kemampuan 
para penerima pelayanan (Suharto, 2006).
3. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada pada kata 
empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi 
yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan 
pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada 
pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yeng 
mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan 
masyarakat yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada 
individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku 
pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan 
masyarakat secara umum. Prioritas utama program pemberdayaan 
masyarakat adalah terciptanya kemnadirian, yang artinya masyarakat 
diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, 
terutama yang menyangkut kelangsungan kehidupan (Setiana, 2005).
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Menurut Mardikanto (2005) empowerment atau pemberdayaan 
secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan 
kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) 
untuk mampu dan berani bersuara (voice) serta kemampuan dan 
keberanian untuk memilih (choice). Karena itu, pemberdayaan dapat 
diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skal/upgrade 
utilitas dari obyek yang diberdayakan. Upaya pemberdayaan masyarakat 
perlu memperhatikan empat unsur pokok, yaitu:
a. Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru 
kaitannya dengan peluang, layanan, penegakkan hukum, efektivitas 
negosiasi, dan akuntabilitas.
b. Keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan 
dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses 
pembangunan.
c. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas 
segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat.
d. Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan 
bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi 
sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka 
hadapi.
Menurut Nuraeni (2005) arti pemberdayaan pada dasarnya 
bertujuan membangun manusia agar meningkatkan kualitas dirinya untuk 
membangun kehidupannya. Pemberdayaan saat ini merupakan pilihan 
satu-satunya saat ini dalam membangun secara bertahap, perlu 
diprioritaskan dalam peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, 
dalam pemberdayaan masyarakat, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:
a. Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang 
dikembangkan yang berfungsi mendinamisasi kegiatan 
pemberdayaan masyarakat.
b. Pengembangan jaringan strategis antara kelompok yang terbentuk 
dan berperan dalam pengembangan masyarakat.
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c. Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya 
lokal.
d. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidup.
Menurut Wilson dalam Sumaryadi (2005), pemberdayaan individu 
merupakan sebuah proses yang terdiri dari awakening, understanding, 
harnessing, dan using. Tahap pertama dari proses pemberdayaan 
individu adalah awakening, yang membantu orang mengadakan penelitian 
terhadap situasi mereka saat ini, pekerjaan dan posisi mereka dalam 
organisasi. Mereka menggambarkan kemampuan, sikap dan keterampilan 
mereka untuk menentukan apakah mereka secara efektif dimanfaatkan. 
Tahap kedua yaitu understanding, dimana orang mendapat pemahaman 
dan persepsi baru yang sudah mereka dapat mengenai diri mereka sendiri, 
pekerjaan mereka, aspirasi mereka dan keadaan umum. Misalnya, proses 
mencari alasan mengapa mereka merasa cara mereka melakukan dan 
kemudian mengembangkan suatu strategi atau prosedur untuk 
menyelesaikan suatu masalah. Tahap ketiga yaitu harnessing, yang 
diakibatkan oleh proses awakening dan understanding. Individu, yang 
sudah memperlihatkan keterampilan dan sifat, harus memutuskan 
bagaimana mereka dapat menggunakannya bagi pemberdayaan. Tahap 
terakhir yaitu using atau menggunakan keterampilan dan kemampuan 
pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan kerja setiap hari. 
Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah 
dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana atau iklim 
yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam 
mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui 
berbagai macam strategi, diantara strategi tersebut adalah modernisasi 
yang mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya yang 
bersumber pada peran serta masyarakat setempat. Prioritas utama program 
pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian, yang artinya 
masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama 
yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Dalam pemberdayaan 
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masyarakat petani/peternak, perlu diketahui sumber daya alam dan sumber 
daya manusia yang ada sehingga dalam menyusun program pemberdayaan 
akan lebih mengena sasaran (Setiana, 2005).
Menurut Suharto (2009), pemberdayaan merujuk pada kemampuan 
orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki 
kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya 
sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja 
bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, 
kebodohan, kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang 
memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 
memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) 
berpartisipasi dalam proses pembengunan dan keputusan-keputusan yang 
mempengaruhi mereka.
Untuk menjelaskan pembangunan masyarakat sebagai suatu realita 
sosial dapat digunakan berbagai perspektif yang berbeda. pembangunan 
yang berorientasi perspektif pertumbuhan yang dikombinasikan dengan 
kebijakan yang berorientasi stabilitas telah melahirkan pelaksanaan 
pembangunan yang bersifat sentralistis dan top down. Untuk mendukung 
pendekatan itu dibutuhkan kekuasaan dan kewenangan negara yang besar 
dan terpusat. Dalam pelaksanaanya, kebijakan ini juga telah melahirkan 
dominasi negara di suatu pihak dan marginalisasi masyarakat di lain pihak, 
terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan 
pembangunan. Walaupun secara makro kebijakan ini dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, tetapi secara mikro ternyata kurang menyentuh 
peningkatan taraf hidup lapisan terbawah, bahkan kemudian menimbulkan 
kesenjangan. Oleh sebab itu, kemudian muncul pemikiran alternatif dalam 
kebijakan pembangunan, yaitu suatu pendekatan pembangunan yang 
memberikan kewenangan kepada masyarakat sampai pada tingkat 
terbawah, khususnya masyarakat lokal dalam proses pengambilan 
keputusan dan pengelolaan pembangunan (perspektif people centered 
development). Oleh karena penyebab marginalisasi masyarakat menjadi 
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sumber masalah tidak terangkatnya taraf hidup lapisan bawah adalah 
faktor ketidakberdayaan maka pendekatan yang banyak digunakan oleh 
perspektif ini adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dua 
unsur penting dari pemberdayaan adalah desentralisasi dan pengembangan 
kapasitas (Soetomo, 2009). 
Menurut Sulistiyani (2004), pemberdayaan masyarakat merupakan 
suatu proses yang akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang 
harus dilalui meliputi:
a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar 
dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 
kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 
keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 
pembangunan.
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan 
sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 
mengantarkan pada kemandirian.
Konsep tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep penyuluhan 
pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam matriks dibawah ini:
Tabel 1. Matriks perbandingan konsep CSR dengan penyuluhan
Item Penyuluh oleh Pemerintah Penyuluh oleh 
Perusahaan
Fasilitator Penyuluh pertanian lapang Humas/ HRD
Sasaran Masyarakat tani Masyarakat penerima 
program
Tujuan 1. Menumbuhkan perubahan 
yang lebih terarah dalam 
aktivitas usaha tani di 
pedesaan








4. Corporate Social Responsibility
CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi 
pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Dengan 
adanya Undang-Undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib 
untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu 
beban yang memberatkan. Pembangunan suatu Negara bukan hanya 
tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia 
berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pegelolaan kualitas 
hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor 
lingkungan hidup. 
Konsep tanggung jawab perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, 
yang secara umum dartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik 
yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan 
hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia 
usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan 
(Corporate Social Responsibility) CSR tidak hanya merupakan kegiatan 
kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan 
hukum semata. 
Secara teoritis, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab 
moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, 
terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan 
operasinya. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan 
CSR adalah pengedepanan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu 
hasil terbaik, dengan paling sedikit merugikan kelompok masyarakat 
lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-
rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan 
orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan 
begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral 
dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Karena itu, 
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CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk 
mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, 
ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak 
tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan 
hidupnya.
Ambadar (2008) menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan 
(Corporate Social Responsibility/CSR) adalah sebuah konsep manajemen 
yang menggunakan konsep “triple bottom line” yaitu keseimbangan 
antara mencetak keuntungan, harus seiring dan berjalan selaras dengan 
fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi 
terwujudnya pembangunan yang suistainable (keberlanjutan). Menurut 
Saidi et al (2004) sumbangan sosial perusahaan dapat dibagi dua 
berdasarkan sifatnya, yaitu karitas (charity) dan filantropi. Karitas yakni 
memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sesaat, 
sedangkan filantropi yaitu sumbangan yang ditujukan untuk kegiatan 
investasi sosial atau kegiatan yang diarahkan pada penguatan 
kemandirian masyarakat.
Berikut merupakan tabel yang memuat karakteristik tahap-tahap 
kedermawanan sosial yang diungkapkan oleh Ambadar (2008):
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Tabel 2. Karakteristik Tahap-tahap Kedermawanan Sosial

















































Hibah (sosial & 
pembangunan serta 
keterlibatan sosial)
Inspirasi Kewajiban Kepentingan bersama
Sumber: Ambadar (2008)
CSR adalah konsep moral dan etis yang berciri umum, oleh karena
itu pada tataran praktisnya harus dialirkan ke dalam program-program 
kongkrit. Program Corporate Social Responsibility (CSR) meliputi 
tujuan, sosialisasi, pelaksanaan, manfaat dan dampak.
a. Tujuan Corporate Social Responsibility
Pada kenyataannnya, CSR memiliki makna yang berbeda bagi 
orang yang berbeda pula. Bagi sementara orang, CSR merupakan 
prakarsa-prakarsa untuk menaikkan reputasi. CSR juga merupakan 
tindakan kedermawanan yang mulia. Bagi sebagian yang lain CSR 
merupakan filosofi yang menjadi gerak dasar operasional 
perusahaan. CSR juga menunjukkan suatu komponen  penting dari 
komitmen yang lebih luas terhadap pembangunan yang 
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berkelanjutan dan pengelolaan triple bottom lines (people, profit, 
planet) dari kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan (Sedyono, 
2002).
Sebagaimana dinyatakan Porter dan Kramer dalam Suharto  
(2007) perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat 
sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat 
tergantung pada keadaan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. 
Oleh karena itu, piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrol 
harus dipahami sebagai satu kesatuan. Sebab CSR merupakan 
kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal 
dengan istilah triple bottom lines, yaitu profit, people dan plannet 
(3P):
a) Profit
Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan 
ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan 
berkembang.
b) People
Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan 
manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR 
seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, 
pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas 
ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang 
berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. 
c) Plannet
Perusahaan peduli terhadap lingkungan hayati. Beberapa 
program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa 
penghijauan hidup lingkungan hidup, penyediaan sarana 
pengembangan pariwisata (Suharto, 2007).
Pemikiran yang mendasari CSR (Corporate Social 
Responsibility) yang sering dianggap sebagai inti dari etika bisnis 
adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-
28
kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau 
shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban di atas. Beberapa hal 
yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana 
perusahaan (Corporate Governance) yang sekarang sedang marak di 
Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat 
kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, 
investasi sosial masyarakat (Corporate Philanthrophy). Namun yang 
paling banyak diterima saat ini adalah pendapat bahwa yang disebut 
CSR adalah yang sifatnya melebihi laba, melebihi hal-hal yang 
diharuskan peraturan dan melebihi sekedar public relations
(Sedyono, 2002).
Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak ada 
satu perusahaan pun yang hidup di dalam suatu ruang hampa dan 
hidup terisolasi. Perusahaan hidup di dalam dan bersama suatu 
lingkungan. Perusahaan dapat hidup dan dapat tumbuh berkat 
masyarakat di mana perusahaan itu hidup. Masyarakat di mana suatu 
perusahaan hidup menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi 
kehidupan perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk jalan, 
transportasi, listrik, pemadam kebakaran, hukum dan penegakannya 
oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Masyarakat 
telah membayar pajak kepada pemerintah dan dari hasil pajak 
tersebut, pemerintah membangun berbagai insfrastruktur umum yang 
digunakan dan dinikmati oleh perusahaan tersebut. Selain itu, 
masyarakat telah menunjukkan kewajiban asasinya atas keberadaan 
perusahaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut yaitu dengan 
tertib telah menerima dengan baik keberadaan perusahaan di 
lingkungannya. Serta akan ditindak secara hukum oleh para penegak 
hukum bila ada anggota masyarakat yang mengganggu keberadaan 
dan kehidupan perusahaan tersebut. Masyarakat juga telah bersedia 
membeli dan menggunakan jasa dan barang yang dijual oleh 
perusahaan (produk perusahaan), dan menyediakan tenaga kerja bagi 
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perusahaan. Untuk semua itu, maka secara moral perusahaan wajib 
memperhatikan dan menunjang kepentingan-kepentingan 
masyarakat sebagai imbalan atas segala hal yang diberikan oleh 
masyarakat kepada perusahaan.
Adapun faktor-faktor pendorong utama bagi perusahaan 
mengapa perusahaan harus mengimplementasikan CSR. Menurut 
Raynard dan Fortates dalam WBSCD (1999):
a) Terjadinya perubahan nilai-nilai (values). Perusahaan banyak 
yang secara sukarela mengubah orientasinya, yaitu dari semula 
hanya mementingkan pemupukan pendapatan dan keuntungan 
yang sebesar-besarnya, menjadi harus pula bertanggung jawab 
terhadap masyarakat, baik masyarakat lokal dimana mereka 
berada maupun masyarakat dunia, dan terhadaap lingkungan 
bisnisnya. Hal tersebut merupakan perubahan sikap moral dari 
perusahaan. Perubahan sikap moral tersebut telah mendorong 
perusahaan untuk mengubah pula nilai-nilai (values) yang 
berlaku sebagai budaya kerja (Corporate Culture) perusahaan 
tersebut. 
b) Strategi, oleh karena terjadi perubahan orientasi yaitu 
perusahaan harus lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat 
dan terhadap lingkungan, maka strategi perusahaan juga harus 
disesuaikan. 
c) Public pressure, berbagai kelompok LSM, konsumen, media, 
negara, dan badan-badan publik lainnya telah menuntut dengan 
keras agar perusahaan-perusahaan lebih bertanggung jawab 
terhadap masyarakat, baik masyarakat lokal di mana mereka 
berada dan masyarakat dunia. 
b. Sosialisasi Corporate Social Responsibility
Dewasa ini, istilah Corporate Social Responsibility (CSR) sudah 
tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi perusahaan-perusahaan 
besar. Pada dasarnya CSR merupakan bentuk kontribusi perusahaan 
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untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat disekitarnya, baik itu 
secara sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat.
Menurut Cutlip dalam Untung (2008), program CSR ini pertama 
kali muncul di Amerika pada tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. 
Pada saat itu industri di negara ini sedang mengalami krisis 
kepercayaan dari public interestnya. Sehingga muncul ide untuk 
melakukan  suatu program yang membantu masyarakat sekitar. 
Karena diyakini program ini bisa berjalan dengan baik dan 
memberikan efek yang positif di kalangan stakeholders. Kemudian 
program ini berkembang seiring berkembangnya zaman.
Sejak tahun 1971 literatur yang dikenalkan berisi diskursus 
bahwa dunia usaha memiliki multiplistas kepentingan termasuk 
stakeholders, suplier, karyawan, komunitas lokal dan suatu bangsa 
secara keseluruhan. Dari konsep ini kemudian berkembang apa yang 
dikenal sebagai stakeholder theory, yaitu sebuah teori yang 
mengatakan bahwa tanggung jawab korporasi sebetulnya melampaui 
kepentingan berbagai kelompok yang hanya berpikir tentang urusan 
finansial, tanggung jawab tersebut berkaitan erat dengan masyarakat 
secara keseluruhan yang menentukan hidup matinya suatu 
perusahaan (Untung, 2008).
Dalam dekade 1980 berbagai lembaga riset mulai melakukan 
penelitian tentang manfaat CSR (Corporate Social Responsibility) 
bagi perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosialnya, sampai 
disinipun definisi CSR (Corporate Social Responsibility) masih 
kabur dan sulit diseragamkan. Pakar ekonomi pembangunan 
Amerika bernama Thomas Jones adalah tokoh yang banyak menulis
tentang CSR (Corporate Social Responsibility) di berbagai media 
massa sejak tahun 1980 dan pemikirannya kemudian menjadi acuan 
diberbagai negara. Intinya adalah ada korelasi positif antara peran 
perusahaan dalam merealisasikan tanggung jawab sosial dan 
peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut (WBCSD, 1999).
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Dekade 1990 adalah periode dimana CSR mendapat 
pengembangan makna dan jangkauan, sejak itu CSR menjadi tradisi 
baru dalam dunia usaha di berbagai negara. Sejak itu ada dua metode 
yang diberlakukan dalam CSR yaitu Cause Branding dan Venture 
Philantropy. Yang dimaksud Cause Branding adalah pendekatan 
Top Down, dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan 
lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi. Kebalikannya adalah 
Venture Philantropy yang merupakan pendekatan Bottom Up, disini 
perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat 
sesuai apa yang dikehendaki masyarakat.
Semenjak keruntuhan rezim Orde Baru, masyarakat semakin 
berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutannya terhadap 
perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin 
kritis dan mampu melakukan kontrol sosial (social control) terhadap 
dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan 
usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak 
hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan (profit) dari lapangan 
usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan 
kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan pada 
tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadararan baru 
tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai 
Corporate Social Responsibility (CSR)
Sekarang ini banyak perusahaan nasional mulai melakukan 
program CSR (Corporate Sosial Responsibility). Negara Indonesia 
mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, dan hal ini 
akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi masyarakat suatu 
Negara. Menurut Mulyadi (2003: 16), tingginya angka pertumbuhan 
penduduk yang terjadi di Negara berkembang, seperti Indonesia 
dapat menghambat proses pembangunan. Tingkat pertumbuhan 
penduduk yang tinggi ini akan menimbulkan banyaknya masyarakat 
yang berada di garis kemiskinan, tingginya angka pengangguran, dan 
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rendahnya tingkat pendidikan. Pemberian bantuan dari 
pemerintahpun belum merata. Oleh karena itu, dengan adanya 
pelaksanaan program CSR (Corporate Sosial Responsibility) ini 
akan membantu masyarakat dan juga pemerintah dalam 
mensukseskan program nasional (Jafis, 2007).
Terdapat tiga pilar penting untuk merangsang pertumbuhan 
CSR(Corporate Social Responsibility) yang mampu mendorong
pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertama, mencari bentuk 
CSR(Corporate Social Responsibility) yang efektif untuk mencapai 
tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas. 
Kedua, mengkalkulasi kapasitas sumber daya manusia dan institusi 
untuk merangsang pelaksanaan CSR (Corporate Social 
Responsibility). Ketiga, peraturan serta kode etik dalam dunia usaha. 
Pada akhirnya tiga pilar ini tidak akan mampu bekerja dengan baik 
tanpa dukungan sektor publik untuk menjamin pelaksanaan CSR 
oleh perusahaan sejalan dan seiring dengan strategi pengembangan 
dan pembangunan sektor publik. Penerapan CSR akan mampu 
mengentaskan banyak permasalahan sosial masyarakat sehingga 
mereka dapat segera beranjak dari keterpurukan. Masyarakat akan 
menjadi tangguh karena memiliki kemampuan dan kekuatan dalam 
memecahkan permasalahan yang mereka hadapi (Untung, 2008).
c. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility
Secara harfiah CSR(Corporate Social Responsibility) diartikan 
sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan menurut 
World Bank, CSR adalah komitmen dari bisnis untuk berkontribusi 
bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan sehingga berdampak baik bagi bisnis sekaligus 
baik bagi kehidupan sosial. 
CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR 
mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya 
agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap 
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seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk 
lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat 
keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan 
eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan 
salah satu pemangku kepentingan internal.
CSR(Corporate Social Responsibility) adalah basis teori tentang 
perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis 
dengan masyarakat. CSR memandang perusahaan sebagai agen 
moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus 
menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu 
perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan 
prinsip moral dan etis (moral and etics), yakni menggapai suatu hasil 
terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya (Wiwoho, 
2009).
Schermerhorn dalam Nuryana (2005) memberi definisi CSR 
sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan 
cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan 
kepentingan publik eksternal. CSR adalah sebuah pendekatan 
dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam 
operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para 
pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip 
kesukarelaan dan kemitraan.
Tanggung jawab sosial perusahaan menurut Nickels dkk dalam 
Soeling (2007) merupakan perhatian yang dilakukan bisnis untuk 
kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengacu pada keseluruhan cara 
dimana bisnis berupaya untuk menyeimbangkan komitmennya. CSR 
merupakan tugas dari perusahaan untuk menciptakan kemakmuran 
dengan berbagai upaya menghindari untuk menyakiti, melindungi
atau meningkatkan aset-aset masyarakat. CSR diperuntukkan bagi
stakeholders baik individu di dalam maupun di luar perusahaan yang 
masih dianggap relevan dalam arti mereka dianggap terkena dampak 
34
baik langsung maupun tidak langsung dari sepak terjang operasional 
perusahaan. 
Ide mengenai CSR sebagai sebuah tanggung jawab sosial 
perusahan kini semakin diterima secara luas. Namun demikian, 
sebagai sebuah konsep yang masih relatif baru. CSR masih tetap 
kontroversial, baik bagi kalangan pebisnis maupun akademisi (Saidi 
dan Abidin, 2004). Kelompok yang menolak mengajukan argumen 
bahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba (profit oriented) 
dan bukan person atau kumpulan orang seperti halnya dalam 
organisasi sosial. Perusahaan telah membayar pajak kepada Negara 
dan karenanya tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan 
publik telah diambil-alih pemerintah. Kelompok yang mendukung 
berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para 
individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. 
Karenanya, mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan 
finansial bagi perusahaannya saja. Melainkan pula harus memiliki 
kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat 
yang tinggal di sekitar perusahaan. Pendapat ini dilandasi atas dasar :
a) Masyarakat adalah sumber dari segala sumber daya yang 
dimiliki dan direproduksi oleh perusahaan. Tanpa masyarakat 
perusahaan bukan saja tidak akan berarti, melainkan pula tidak 
akan berfungsi. Tanpa dukungan masyarakat, perusahaan 
mustahil memiliki pelanggan, pegawai dan sumber-sumber 
produksi lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan. 
b) Meskipun perusahaan telah membayar pajak kepada negara 
tidak berarti telah menghilangkan tanggungjawab terhadap 
kesejahteraan publik. Di negara yang kurang memperhatikan 
kebijakan sosial (social policy) atau kebijakan kesejahteraan 
(welfare policy) yang menjamin warganya dengan berbagai 
pelayanan dan skema jaminan sosial yang merata, manfaat pajak 
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seringkali tidak sampai kepada masyarakat, terutama kelompok 
miskin dan rentan yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat. 
Konsep Piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrol 
memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan 
perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya (Saidi dan 
Abidin, 2004). Dalam pandangan Carrol, CSR (Corporate Social 
Responsibility) adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan 
identik dengan, tanggung jawab filantropis:
a) Tanggungjawab ekonomis. Kata kuncinya adalah : make a 
profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba 
adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai 
tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus 
hidup (survive) dan berkembang. 
b) Tanggungjawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan 
harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak 
boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan 
pemerintah. 
c) Tanggungjawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk 
menjalankan praktek bisnis yang baik, adil dan fair. Norma-
norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku 
organisasi perusahaan. Kata kuncinya : be ethical. 
d) Tanggungjawab filantropis. Selain perusahaan harus 
memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan 
dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan 
secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya : be a 
good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di 
perusahaan memiliki tanggungjawab ganda, yakni kepada 
perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah 
non-fiduciary responsibility.
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Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. 
Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, 
pemasok, masyarakat dan lingkungan sekitar, serta pemerintah 
selaku regulator perbedaan bisnis perusahaan akan menjadikan 
perusahaan memiliki prioritas stakeholders yang berbeda. Sebagai 
contoh, masyarakat dan lingkungan sekitar adalah stakeholders
dalam skala prioritas pertama bagi perusahaan pertambangan. 
Sementara itu, konsumen adalah Stakeholders dalam skala prioritas 
utama bagi perusahaan produk konsumen seperti Unilever. Dalam 
gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung 
jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan 
(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 
(financial) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada 
triple bottom  lines yaitu financial, social, dan lingkungan (Supomo, 
2005). 
Stakeholders, yang jamak diterjemahkan dengan pemangku 
kepentingan adalah pihak atau kelompok  yang berkepentingan, baik 
langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas 
perusahaan, dan karenanya kelompok-kelompok tersebut 
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan (Wibisono, 2007). 
Menurut Rosyadi Ruslan (1995 : 51), ada beberapa stakeholders 
yang harus diperhatikan oleh perusahaan guna mencapai citra 
perusahaan yang positif, antara lain : 1)Pemerintah sebagai pengelola 
negara yang sangat menentukan eksistensi setiap perusahaan. 2) 
Opinion leader yang juga sebagai penentu atau panutan bagi 
masyarakat lainnya mengenai tanggapan positif atau negatif tentang 
aktivitas dan operasional perusahaan. 3) Konsumen atau penggunan
jasa yang harus mendapat pelayanan terbaik dan merasa nyaman dan 
puas. 4) Mitra kerja dan rekanan perusahaan sebagai penunjang 
keberhasilan bisnis dan usaha perusahaan 5) Para generasi muda 
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sebagai penerus pemimpin bangsa di kemudian hari yang perlu 
mendapat pembinaan  positif  6) Public internal, karyawan, pemilik 
dan pemegang saham sebagai pengelola atau pekerja perlu 
diperhatikan sebagai penunjang kekuatan dari dalam perusahaan. 7) 
Media massa sebagai mitra kerja untuk membentuk opini publik 
yang menguntungkan. 
Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) yang 
strategis akan mampu menjadikan program ini sebagai investasi 
sosial untuk memberdayakan masyarakat, agar mereka mampu 
seutuhnya menopang kehidupan ekonomi dan sosial secara mandiri 
dan berkelanjutan. Kontribusi CSR adalah kontribusi 
berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, 
yaitu bekerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas 
lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan 
cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu 
sendiri adalah nilai dasar CSR (Untung, 2008).
Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan CSR ini menjadi 
trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian 
masyarakat terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan 
diproduksi dengan memperhatikan kaidah–kaidah sosial dan prinsip-
prinsip HAM.
Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan 
menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran 
perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat 
memberikan keuntungan ekonomi-bisnis kepada perusahaan yang 
bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan 
bahwa, CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih
legitimasi sosiologi skultural yang kuat dari masyarakatnya. Dalam 
tataran praktis, CSR seringkali diinterpretasikan sebagai pengkaitan 
antara pengambilan keputusan dengan nilai-nilai etika, pemenuhan 
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kaidah-kaidah hukum serta menghargai martabat manusia, 
masyarakat dan lingkungan (Soetomo, 2006).
d. Manfaat Corporate Social Responsibility
CSR adalah jawaban atas inisiatif bahwa bisnis tidak hanya 
berjalan demi kepentingan pemegang saham (shareholders) belaka, 
tetapi juga untuk stakeholders yaitu pekerja, konsumen, pemerintah, 
masyarakat, dan lingkungan. Global impact initiative menyebut 
pemahaman ini sebagai 3P (Profit, people, planet). Meski tujuan
bisnis adalah mencari laba (profit), perusahaan harus bisa 
menyejahterakan orang (people), dan menjamin kelestarian planet
ini. CSR seharusnya bisa membuat perusahaan mengaplikasikan 
Good Corporate Governance, mematuhi regulasi dan etika, 
menjunjung transparansi, dan memenuhi harapan stakeholder. Hal 
inilah yang mengkaitkan bahwa program CSR yang sempurna pasti 
berkaitan dengan laba. Ini artinya program CSR harus bisa memberi 
benefit tertentu bagi perusahaan, secara mudah berupa laba.
Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan 
mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat 
tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra 
(image) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih 
mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). Ketiga, 
perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human 
resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat 
meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis 
(critical decision making) dan mempermudah pengelolaan 
manajemen risiko (risk management) (Efendi, 2006).
Selain itu menurut Untung (2008) manfaat aplikasi CSR bagi 
perusahaan antra lain: 1) Mempertahankan serta mendongkrak 
reputasi serta citra merek perusahaan. 2) Mendapatkan lisensi untuk 
beroperasi secara sosial, 3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan, 4) 
Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, 5) Membuka 
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peluang pasar yang lebih luas, 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait 
dampak pembuangan limbah, 7) Memperbaiki hubungan dengan 
stakeholders, 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator, 9) 
Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, 10) Peluang 
mendapatkan perusahaan.
Berbagai kegiatan CSR yang berlangsung selama ini 
memberikan gambaran kepada kita mengenai pola model CSR 
perusahaan sebagai entitas bisnis. Secara umum ada 4 pola atau 
model CSR(Corporate Social Responsibility) yang dapat dilakukan 
oleh sebuah perusahaan. Keempat model tersebut adalah:
a) Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR 
secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial 
atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. 
Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya 
menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate 
secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dan tugas 
pejabat public relation. Mereka inilah, dengan dibantu oleh staff 
lain yang menjalankan berbagai aktivitas CSR. 
b)Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan 
mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. 
Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di 
perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan 
menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat 
digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Selain mendirikan 
yayasan, beberapa perusahan di Indonesia mulai mengadopsi 
pelibatan karyawan dalam kegiatan sosial. Perusahaan-perusahaan 
itu mulai mendorong organisasi karyawan dan pensiunan untuk 
aktif dalam kegiatan sosial. Mereka juga memberikan ijin bagi 
karyawannya untuk memakai sebagian waktu kerjanya untuk
kegiatan sosial. 
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c) Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR 
melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-
pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas atau media 
massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan 
kegiatan sosialnya. Lewat kerja sama semacam ini perusahaan 
tidak terlalu banyak disibukkan oleh program tersebut dan kegiatan 
yang dilakukan diharapkan dapat lebih optimal karena ditangani 
oleh pihak yang lebih kompeten. 
d)Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan 
turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga 
sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan 
dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian 
hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak 
konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh 
perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif 
mencari mitra kerjasama dan kalangan lembaga operasional dan 
kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. Pola 
ini pertama kali dipakai pada awal pada awal 1980 an ketika 
sejumlah individu dan perusahaan mendirikan Dana Mitra 
Lingkungan (DML). Pada usia yang hampir dua puluh tahun ini, 
DML memiliki 300 anggota, baik perusahaan maupun individu 
yang memberikan sumbangan sosialnya. DML kemudian 
menyalurkan dana bantuan itu kepada kelompok maupun individu 
yang memiliki kegiatan dengan visi dan misi sama dalam bidang 
lingkungan hidup (Wiwoho, 2009).
e. Dampak Corporate Social Responsibility (CSR)
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social 
Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, 
khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu 
tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 
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komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional 
perusahaan.
CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di 
mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan 
aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata 
berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden
melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan 
lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. 
Lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling 
berperan, sedangkan bagi 40% citra perusahaan & brand image yang 
akan paling mempengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang 
mendasari opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti 
faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau 
manajemen . Sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak 
melakukan CSR adalah ingin "menghukum" 40% dan 50% tidak 
akan membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan dan/atau 
bicara kepada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut 
(WBCSD, 1999).
Secara internal bahwa perusahaan adalah badan hukum yang 
harus memperhatikan kepentingan pemegang saham atau 
stakeholder, karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, 
sedangkan secara eksternal perusahaan harus mentaati ketentuan 
hukum, menyetor pajak kepada pemerintah dan ikut serta bersama 
pemerintah memberdayakan masyarakat. Penetapan Undang-undang 
Nomor 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut undang-
undang nomor 1/1995 tentang perseroan terbatas yang disahkan pada 
tanggal 20 juli 2007 yang lalu, mengatur tentang adanya tanggung 
jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate sosial 
responsibility), sehingga dengan demikian itu merupakan kewajiban 
yang diperhitungan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Vide pasal 74 amandemen 
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UUPT). Bahkan dalam pasal yang sama jika perusahaan tidak 
melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam 
penjelasan umum Undang–Undang Perseroan tersebut disebutkan 
tentang tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan yakni 
mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna 
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat 
bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada 
umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya 
hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan 
lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka 
ditentukan, perseoan yang menjalankan kegiatan usahanya yang 
berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan yang harus dianggarkan dan 
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat 
dalam laporan tahunan perseroan.
5. Persepsi Masyarakat Terhadap CSR
Persepsi atau tanggapan adalah proses mental yang terjadi pada diri 
manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, 
merasakan, memberi serta meraba dan proses terjadinya persepsi ini 
perlu fenomena (Widayatun, 1999).
Persepsi bertautan dengan  cara mendapatkan pengetahuan khusus 
tentang obyek atau kejadian pada saat tertentu. Sehingga persepsi dapat 
terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Persepsi mencakup 
kognisi (pengetahuan). Jadi persepsi mencakup penafsiran obyek, tanda 
dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Dengan kata lain 
persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus, dan 
penerjemahan atau penafsiran stimulus yang dapat mempengaruhi 
perilaku dan pembentukan sikap (Gibson et al, 1994).
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Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau 
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 
dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2005). Leavitt (1978) menyatakan 
pengertian persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, 
bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas 
ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang 
atau mengartikan sesuatu. Hal tersebut juga berarti bahwa setiap orang 
menggunakan kacamata sendiri-sendiri dalam memandang dunianya.
Ada beberapa sub proses dalam persepsi dan dapat digunakan 
sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang komplek dan 
interaktif. Sub proses pertama ialah stimulusa atau stimuli yang hadir. 
Mulai terjadinya persepsi ketika seseorang dihadapkan dengan situasi 
atau stimulus. Sub proses selanjutnya adalah regristrasi, interpretasi dan 
umpan balik (feedback). Dalam masa regrisrasi suatu gejala yang nampak 
adalah mekanisme fisik yang berupa pengindraan saraf seseorang 
terpengaruh, kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan 
mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini seseorang mendengar atau melihat 
informsi terkirim kepadanya kemudian mendaftarnya. Setelah itu tejadi 
interpretasi sebagai suatu aspek kognitif penting persepsi. Proses ini 
tergantung pada cara pendalaman (learning), motivasi dan kepribadian 
seseorang, sehingga suatu informasi yang sama dapat berbeda 
interpretasinya. Sub proses terakhir adalah umpan balik (feedback). Sub 
proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang (Toha, 1994).
Atkinson dan Hilgard (1991) sebagaimana dikutip oleh Hadi 
(2001) menyatakan bahwa sebagai suatu cara pandang atau penilaian, 
persepsi termasuk proses komunikasi yang timbul karena adanya respon 
terhadap stimulus. Empat hal yang berpengaruh dalam persepsi, yaitu : 
persepsi dalam belajar yang berbeda, kesiapan mental, kebutuhan dan 
motivasi, persepsi gaya berpikir yang berbeda. Persepsi atau tanggapan di 
dalam bentuk data aktualnya disebut informasi (Widayatun, 1999). Jadi 
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kesimpulannya persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap 
sesuatu.
6. Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi 
Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional 
(Rakhmat, 2005). David Krech dan Richard S. Cruthfield (1997:235) 
dalam Rakhmat (2005) menyebutnya faktor fungsional dan faktor 
struktural. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
a) Faktor fungsional: Faktor fungsional berasal dari kebutuhan 
individu, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk 
dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis 
atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan 
respon pada stimuli tersebut. 
b) Faktor struktural: Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan 
efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. 
Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat diketahui bahwa 
kebutuhan individu merupakan salah satu faktor penting yang dapat
mempengaruhi persepi individu tersebut terhadap suatu obyek. Menurut 
Rahmanita (2009) dapat disimpulkan bahwa faktor pembentuk persepsi 
meliputi:  
a) Usia, selisih antara tahun responden dilahirkan hingga tahun pada saat 
penelitian dilaksanakan.
b)Tingkat pendidikan, jenjang pendidikan formal tertinggi terakhir yang 
telah diselesaikan oleh responden. 
c) Jenis pekerjaan, jenis mata pencaharian pokok yang dilakukan oleh 
responden sebagai sumber penghidupannya dan keterkaitannya 
dengan perusahaan. 
d)Tingkat pendapatan, jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh 
responden setiap bulannya selama tiga bulan terakhir. 
e) Status sosial, kedudukan sosial responden di dalam lingkungannya 




Perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki beberapa peran penting 
untuk turut mensukseskan program Pemerintah dalam mewujudkan 
kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. 
Salah satu peran tersebut adalah dengan menjalankan program-program 
Corporate Social Responsibility (CSR). Pelaksanaan program-program CSR 
tersebut juga akan mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan 
bisnisnya sehingga terwujud sebuah pembangunan berkelanjutan yang 
merupakan konsep inti dari CSR. Lebih lanjut, program-program CSR yang 
dijalankan juga akan menciptakan reputasi positif dan keunggulan kompetitif 
yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis.
Namun, hingga kini masih banyak perusahaan yang melihat CSR sebagai 
kewajiban atau beban, dan bukannya sebagai peluang untuk menjamin dan 
mengembangkan usahanya. Untuk itu, CSR semestinya tidak dilakukan 
dalam wujud sekadar bantuan sosial yang bersifat karitatif (yang seringkali 
tidak mendidik, karena menciptakan ketergantungan) atau filantropi
(kepedulian perusahaan terhadap korban musibah bencana alam). Tetapi CSR 
harus dirumuskan sebagai kegiatan dengan lima pilar yang mencakup: (1) 
pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun di 
lingkungan masyarakat sekitarnya, (2) Penguatan ekonomi masyarakat di 
sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan, (3) Pemeliharaan hubungan 
relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya, yang jika tidak dikelola 
dengan baik sering mengundang kerentanan konflik, (4) perbaikan tata kelola 
perusahaan yang baik (good corporate management), (5) Pelestarian 
lingkungan fisik (SDA) serta lingkungan social budaya (termasuk kearifan 
lokal) (Mardikanto, 2009).
Menurut Mar’at (1984) persepsi merupakan proses pengamatan 
seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh 
faktor–faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. 
Persepsi masyarakat terhadap program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera dapat 
dipengaruhi oleh berbagai variabel (usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 
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tingkat pendapatan dan status sosial). Pada dasarnya perilaku masyarakat 
sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, kecakapan dan sikap mental dari 
masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini umumnya karena tingkat kesejahteraan 
hidupnya dan faktor sosial ekonomi masyarakat itu sendiri (Kartasapoetra, 
1987).
Sehubungan dengan hal di atas, persepsi penerima program terhadap 
program CSR yang terdapat di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang 
meliputi : tujuan, sosialisasi, pelaksanaan, manfaat dan dampak tidak lepas 
dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan status 
sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 
Gambar 1: Skema Kerangka Berpikir ” Persepsi Masyarakat Terhadap Program  Corporate 
Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk”.
C. Hipotesis
1. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi penerima 
program dengan program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera. 
2. Diduga terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang 
mempengaruhi persepsi (usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat 
pendapatan dan status sosial)  penerima program dengan persepsi 
penerima program terhadap program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera. 
D. Definisi Operasional
1. Variabel bebas yang diteliti meliputi :















Program CSR PT. 














b. Tingkat pendidikan, jenjang pendidikan formal tertinggi terakhir yang 
telah diselesaikan dan diukur dengan tahun. 
c. Jenis pekerjaan,  jenis mata pencaharian pokok yang dilakukan oleh 
responden sebagai sumber penghidupannya dan keterkaitannya 
dengan perusahaan dan diukur dengan pendapatan.
d. Tingkat pendapatan, jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh 
responden setiap bulannya selama tiga bulan terakhir dan diukur 
dengan rupiah (Rp).
e. Status sosial, kedudukan sosial responden di dalam lingkungannya 
yang dibedakan menjadi tokoh masyarakat dan bukan tokoh 
masyarakat dan diukur dengan kedudukan.
2. Variabel terikat yang diteliti yaitu persepsi penerima program terhadap 
program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera sebagai variabel terikat diukur dari 
indikator–indikator menggunakan skala ordinal yang meliputi :
a. Tujuan program CSR merupakan hasil akhir atau keadaan yang 
diinginkan oleh semua masyarakat.
b. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan 
untuk mengenal lebih dekat kepada masyarakat mengenai program-
program CSR.
c. Pelaksanaan adalah pelaksnaan program CSR dalam melaksanakan 
program CSR, diukur dengan indikator frekuensi pelaksanaan program 
CSR,  kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, serta cara 
penyampaian program.
d. Manfaat adalah kegunaan dari program CSR yang dapat diperoleh 
masyarakat dan bernilai positif.
e. Dampak adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap akibat dari 
program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera.
E. Pembatasan Masalah
1. Persepsi penerima program terhadap faktor-faktor yang berhubungan 
dengan program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera meliputi persepsi terhadap 
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usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan status 
sosial.
2. Persepsi penerima program terhadap program CSR PT. Tiga Pilar 
Sejahtera dinilai dari paradigma CSR yang digunakan perusahaan yaitu 
tujuan, sosialisasi, pelaksanaan, manfaat dan dampak.
F. Pengukuran Variabel
1) Faktor yang mempengaruhi persepsi
Tabel 3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
No Variabel Indikator Kriteria Skor 





















 Tidak tamat SD/ 
Tamat SD
 Tamat SLTP/Tamat 
SLTA






























 0- Rp 500.000
 Rp 500.001- Rp 
1.000.000















2) Persepsi penerima program terhadap program CSR PT. Tiga Pilar 
Sejahtera
a) Tabel 4. Pengukuran Variable Tujuan
No Variabel Kriteria Skor 
1 Program CSR PT. Tiga 
Pilar Sejahtera 
memberikan bantuan 












2 Program CSR PT. Tiga 
Pilar Sejahtera melakukan 
perubahan terhadap 













3 Program CSR PT. Tiga 














4 Program CSR PT. Tiga 














5 Program CSR PT. Tiga 
















b) Tabel 5. Pengukuran Variable Sosialisasi
No Variabel Kriteria Skor 
1 Masyarakat menerima 
pesan mengenai program 














2 Masyarakat mendapatkan 
informasi terbaru mengenai 













3 Perusahaan menyampaikan 
informasi mengenai 






























5 Perusahaan mengadakan 
pertemuan dan membahas 














c) Tabel 6. Pengukuran Variable Pelaksanaan
No Variabel Kriteria Skor 
1 Perusahaan perlu 























3 Perusahaan melalui 











4 Perusahaan secara 
langsung menyalurkan 
program CSR kepada 
masyarakat di sekitarnya
 Masyarakat  
sekitar
 Masyarakat luas





5 Perusahaan memiliki 











d) Tabel 7. Pengukuran Variable Manfaat
No Variabel Kriteria Skor 
1 Peluang usaha yang terbuka 
dengan program CSR 
dibidang ekonomi  
merupakan hal yang positif  
bagi masyarakat sekitar
 Hanya sesaat
 Dalam jangka 
pendek










 Dalam jangka 
pendek





3 Perusahaan telah berupaya 
untuk menyelesaikan 
masalah lingkungan hidup 
yang terjadi di sekitarnya
 Hanya sesaat
 Dalam jangka 
pendek










 Dalam jangka 
pendek









 Dalam jangka 
pendek






e) Tabel 8. Pengukuran Variable Dampak
No Variabel Kriteria Skor 
1 Kegiatan sosial yang 




 Dalam jangka 
pendek





2 Program CSR yang 





 Dalam jangka 
pendek





3 Program CSR yang 
dilakukan oleh perusahaan 
memberikan peluang 
bekerja di perusahaan 
meningkat
 Hanya sesaat
 Dalam jangka 
pendek





4 Program CSR yang 




 Dalam jangka 
pendek





5 Program CSR yang 




 Dalam jangka 
pendek








A. Metode Dasar Penelitian
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
analitis. Deskriptif analitis yaitu memusatkan perhatian pada permasalahan 
yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak pada data yang telah 
dikumpulkan, kemudian dianalisis (Surakhmad, 1994).
Penelitian ini menggunakan teknik survai. Umumnya, pengertian 
survai dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas 
populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survai 
adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok 
(Singarimbun dan Effendi, 2006).
B. Metode Penentuan Lokasi
Penetapan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Lokasi 
penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Sepat Kecamatan 
Masaran Kabupaten Sragen yang merupakan tempat PT.Tiga Pilar Sejahtera 
yang bergerak di industri makanan telah memiliki program Corporate Social 
Responsibility. Program CSR dari PT. Tiga Pilar Sejahtera meliputi berbagai 
bidang, diantaranya :
1. Pada bidang pendidikan PT. Tiga Pilar Sejahtera memberikan beasiswa 
kepada masyarakat sekitar dan karyawan yang memiliki anak berprestasi. 
2. Pada bidang kesehatan PT. Tiga Pilar Sejahtera senantiasa memberikan 
bantuan dana untuk Posyandu, pengadaan sarana dan prasarana Posyandu 
serta memberikan program makanan tambahan bagi bayi, balita dan ibu 
hamil. 
3. Pada bidang sosial dan lingkungan PT. Tiga Pilar Sejahtera bekerja sama 
dengan Palang Merah Indonesia secara rutin mengadakan donor darah 
masal yang dilakukan setiap sebulan sekali di halaman depan PT. Tiga 
Pilar Sejahtera. Selain itu PT. Tiga Pilar Sejahtera  juga memberi dana 
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untuk pembangunan saluran air bersih kepada warga serta pembangunan 
jalan desa yang sedang berlangsung pada saat ini.
C. Metode Penentuan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti 
yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Menurut Azwar (2001 ; 
77) populasi didefinisikan sebagai kelompok subyek yang hendak dikenai 
generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subyek ini 
harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang 
membedakannya dari kelompok subyek yang lain.
Dalam penelitian ini, populasinya adalah penduduk Desa Sepat Kecamatan 
Masaran Kabupaten Sragen yang memiliki kesamaan karakteristik yaitu
masyarakat yang mendapatkan program Corporate Social Responsibility
(CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
2. Sampel Responden
Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode Proportional random sampling yaitu pengambilan 
sampel dengan menetapkan jumlah tergantung besar kecilnya sub populasi 
atau kelompok yang akan diwakilinya (Mardikanto, 2006).
Karakteristik masyarakat yang menjadi sampel atau responden 
adalah masyarakat yang memiliki karakteristik yang sama yaitu masyarakat 
penerima program CSR TPS, meliputi:
a. Usia: selisih antara tahun responden dilahirkan hingga tahun pada saat 
penelitian dilaksanakan.
b. Jenis kelamin: sifat fisik responden sebagaimana yang tercatat dalam 
kartu identitas yang dimiliki responden, yang dinyatakan dalam dua 
jenis yaitu laki-laki dan perempuan. 
c. Tingkat pendidikan: jenjang pendidikan formal tertinggi terakhir yang 
telah diselesaikan oleh responden. 
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d. Jenis pekerjaan: jenis mata pencaharian pokok yang dilakukan oleh 
responden sebagai sumber penghidupannya dan keterkaitannya 
dengan perusahaan. 
e. Tingkat pendapatan: jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh 
responden setiap bulannya selama tiga bulan terakhir. 
f. Status sosial: kedudukan sosial responden di dalam lingkungannya 
yang dibedakan menjadi tokoh masyarakat dan bukan tokoh 
masyarakat. 
Sampel adalah sebagian dari populasi. Suatu sampel merupakan 
representasi yang baik bagi populasinya, sangat tergantung pada 
sejauhmana karakteristik sampel itu sama dengan karakteristik 
populasinya (Azwar, 2001 ; 79). Dalam penelitian ini, sampelnya diambil 
dari 5 Dusun Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen yang 
meliputi Dusun Sepat, Gandu, Selorejo, Jatirejo dan Tekikrejo yang 
menjadi daerah terpilih oleh perusahaan dalam mendapatkan bantuan dari 
program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Proporsional 







Ni : Jumlah sampel pada masing-masing dusun
Nk : Jumlah populasi dari  masing-masing dusun
n : Jumlah responden yang diambil (40)
N   : Jumlah populasi 
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Tabel 9. Sampel penelitian
No Nama Dusun Populasi Sample
1. Sepat 708 15
2. Gandu 236 5
3. Selorejo 236 5
4. Jatirejo 236 5
5. Tekikrejo 470 10
Total 1886 40
Sumber : Data Profil Desa Sepat
D. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden dengan 
cara wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner sebagai 
alatnya, meliputi : identitas responden, usia, tingkat pendidikan, jenis 
pekerjaan, tingkat pendapatan dan persepsi penerima program terhadap 
program CSR PT. Tiga Pilar Sejahtera meliputi : tujuan, sosialisasi, 
pelaksanaan, manfaat dan dampak. 
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber kedua, yaitu 
dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan 
cara mencatat langsung data yang bersumber dari dokumentasi yang ada.
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Tabel 10. Data yang diperlukan dalam penelitian
No Data
Jenis Data Sumber data























Data Program Corporate 
Social Resonsibility (CSR) 






















































P : Primer Kn : Kuantitatif
S : Sekunder Kl : Kualitatif
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara tatap muka
Teknik ini digunakan dengan menggunakan pedoman wawancara 
yang sudah disiapkan untuk mengumpulkan data primer maupun data 
sekunder.
2. Observasi
Yaitu pengamatan yang dilakukan selama tahap–tahap kajian 




Teknik ini dilakukan melalui pencatatan data yang diperlukan baik 
dari responden maupun dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan 
penelitian ini.
F. Metode Analisis Data
1. Persepsi penerima program terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera food, Tbk
Untuk mengetahui tingkat dari variable X dan Variabel Y, yang 
dikategorikan dalam tingkatan sustainable, filantropi, karitatif dengan 
menggunakan rumus : Lebar interval = 
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan statistic 
deskriptif yang dihitung menggunakan program SPSS Versi 17 for 
windows.
2. Hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi persepsi dengan 
persepsi penerima program terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 
Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor pembentuk 
persepsi penerima program terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu dengan 
menggunakan uji korelasi rank Spearman (rs). Menurut Siegel (1997) 
rumus korelasi rank Spearman (rs) adalah sebagai berikut:











rs : koefisien korelasi jenjang Spearman
N  : jumlah sampel 




Sedangkan untuk menguji tingkat signifikan rs dengan tingkat 









1. Apabila t hitung  t tabel ( =0,05), maka Ho ditolak yang berarti ada 
hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang mempengaruhi 
persepsi dengan persepsi penerima program terhadap program Corporate 
Social Responsibility PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
2. Tetapi apabila t hitung  t tabel ( =0,05), maka Ho diterima yang berarti 
tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang 
mempengaruhi persepsi dengan persepsi program terhadap program 
Corporate Social Responsibility PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
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BAB IV
KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Keadaan Alam 
Desa Sepat merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan
Masaran, Kabupaten Sragen. Desa Sepat berjarak 7 km dari pusat 
pemerintahan Kecamatan Masaran dan berjarak 26 km dari kota Kabupaten 
Sragen. Jarak Desa Sepat dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk sekitar 
1,5 km. Desa Sepat memiliki luas wilayah 342.4770 Ha yang terdiri dari 
229.7315 Ha lahan sawah tadah hujan dan tegalan sedangkan 112.7455 Ha 
merupakan tanah pekarangan atau bangunan. Adapun  batas-batas wilayah 
Desa Sepat adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Desa Dawungan
Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
Sebelah Barat : Desa Krebet
Sebelah Timur : Desa Jirapan
Desa Sepat terletak pada ketinggian 96 m dpl, dengan kisaran suhu 
udara 320C. Kondisi tanah di Desa Sepat adalah dataran rendah dan 
merupakan lahan tadah hujan dengan curah hujan rata-rata 22,16 mm per 
tahun sehingga komoditas yang banyak diusahakan oleh masyarakat di Desa 
Sepat adalah padi, jagung dan kacang tanah. Peternakan yang banyak 
diusakan yaitu sapi, domba, ayam kampung dan ayam ras.
B. Keadaan Penduduk 
1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Penduduk merupakan sejumlah orang yang bertempat tinggal di 
suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk 
dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk 
menurut jenis kelamin dapat menunjukkan beberapa hal antara lain sex 
ratio, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 
penduduk perempuan. Keadaan penduduk menurut jenis kelamin di Desa 
Sepat adalah sebagai berikut :
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Tabel 11. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Sepat
No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa) Prosentase (%)
1. Laki-laki 3.055 50,25
2. Perempuan 3.025 49,75
Jumlah 6.080 100
Sumber: Data Monografi Desa Sepat Tahun 2009
Berdasarkan Tabel 11 maka dapat diketahui bahwa jumlah 
penduduk di Desa Sepat adalah 6.080 jiwa, yang terdiri dari 3.055 jiwa 
penduduk laki-laki dan 3.025 jiwa penduduk perempuan. Maka dapat 
dihitung sex ratio sebagai berikut:
Sex Ratio = %100X
mpuanjumlahpere
lakijumlahlaki 
    = 3.055 x 100 %
       3.025
    = 100,99 %
Angka sex ratio di Desa Sepat sebesar 100,99 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 
penduduk laki-laki. Karena di Desa Sepat mayoritas perempuan bekerja 
diluar desa dan bagi perempuan yang telah menikah, mereka akan pergi 
meninggalkan desa untuk mengikuti suaminya. Dengan demikian 
penduduk laki-laki mendapatkan lebih banyak manfaat dari program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
Tbk.
2. Keadaan Penduduk Menurut Umur
Penduduk menurut umur dapat digambarkan menurut jenjang yang 
berhubungan dengan kehidupan produktif manusia yaitu 0–14 tahun 
merupakan kelompok umur non-produktif, umur 15–64 tahun merupakan 
kelompok umur produktif dan penduduk umur 64 tahun keatas adalah 
kelompok umur sudah tidak produktif (Mantra, 1995). Keadaan penduduk 
menurut jenis umur di Desa Sepat adalah sebagai berikut :
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Tabel 12. Kelompok Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Sepat


























































Sumber: Data Monografi Desa Sepat Tahun 2009
Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa prosentase terbesar 
terdapat pada kelompok umur 35-39 tahun yaitu sebesar 12,38 % atau 
sebesar 753 orang. Umur 35-39 tahun tergolong dalam usia produktif 
sehingga diharapkan dengan penduduk yang besar maka kontribusi 
penduduk terhadap pembangunan di Desa Sepat juga besar. Sedangkan 
jumlah penduduk yang mempunyai prosentase terkecil pada kelompok 
umur lebih dari 65 tahun yaitu sebesar 0,64 % atau 39 orang. Umur lebih 
dari 65 tahun termasuk dalam usia non produktif sehingga pada kelompok 
umur tersebut menjadi beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. 
Angka beban tanggungan (ABT) di Desa Sepat adalah sebagai berikut :
Angka Beban Tanggungan = Penduduk Usia Non Produktif  x 100 %
    Penduduk Usia Produktif
= 1166  x 100 %
    4914
= 23,73 % 
Dari analisis perhitungan ABT di atas dapat diketahui bahwa nilai 
ABT sebesar 23,73 % artinya dari 100 penduduk usia produktif 
menanggung 23 penduduk usia non produktif. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat kesejahteraan di Desa Sepat dapat dikatakan cukup 
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sejahtera karena jumlah penduduk yang produktif atau bekerja lebih 
banyak daripada jumlah penduduk yang non produktif atau tidak bekerja 
sehingga penduduk yang produktif harus mampu memenuhi kebutuhannya 
sendiri maupun kebutuhan bagi usia non produktif yang menjadi 
tanggungan mereka, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan yang lain.
Maka dari itu, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk memberi sedikit 
bantuan kepada penduduk di Desa Sepat melalui program Corporate 
Social Responsibility (CSR). Bantuan yang dberikan sesuai dengan usia 
sasaran misalnya untuk usia 0-4 tahun mendapatkan program makanan 
tambahan, sedangkan yang berusia sekolah antara 10-14 tahun dan 15-19 
tahun mendapatkan program beasiswa. Bagi penduduk yang berusia 
produktif yang berusia 35-39 tahun mendapatkan kesempatan untuk 
bekerja di perusahaan sesuai dengan kemampuan mereka. 
3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 
pembangunan di semua sektor. Tingginya tingkat pendidikan di suatu 
wilayah mencerminkan seberapa berkembangnya wilayah tersebut, karena 
biasanya penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah 
dalam menerima suatu inovasi dan perubahan. Secara rinci tingkat 
pendidikan penduduk Desa Sepat dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 13. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Sepat






























Sumber: Data Monografi Desa Sepat Tahun 2009
Penilaian mengenai pendidikan didasarkan atas prosentase jumlah 
penduduk yang telah tamat SD keatas jika berjumlah kurang dari 30% 
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maka termasuk golongan tingkat rendah, jika berjumlah 30% sampai 60% 
maka termasuk golongan tingkat sedang dan jika 60% keatas maka 
golongan tingkat tinggi. Tabel 13 menunjukan bahwa keadaan penduduk 
menurut tingkat pendidikan di Desa Sepat adalah tergolong sedang yaitu 
dengan prosentase tertinggi pada penduduk tamat SD sebesar 45,72%. Hal 
ini berarti tingkat kesadaran akan pendidikan penduduk Desa Sepat cukup 
tinggi. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi akan berpengaruh pada 
pertumbuhan dan perkembangan wilayah karena pendidikan yang tinggi 
maka masyarakatnya akan lebih mudah dalam menerima suatu inovasi dan 
perubahan.
Oleh karena itu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk memberikan 
bantuan kepada penduduk Desa Sepat melalui program Corporate Social 
Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan. Perusahaan memberikan 
beasiswa kepada anak-anak berprestasi, memberikan bantuan kepada 4 
buah sekolah dasar di Desa Sepat yaitu SDN I, SDN II, SDN III, dan SDN 
IV serta memberikan dana motivasi kepada guru yang memberikan 
pelajaran tambahan. 
4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Keadaan penduduk menurut mata pencaharian adalah jumlah 
penduduk pada suatu wilayah yang bekerja berdasarkan mata pencaharian 
tertentu. Mata pencaharian mempunyai peran penting bagi kehidupan 
manusia dimana dengan mata pencaharian yang dimiliki manusia dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan penduduk di Desa Sepat 
berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 14. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Sepat





















































Jumlah 1.474    100
Sumber: Data Monografi Desa Sepat Tahun 2009
Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 
penduduk di Desa Sepat bermata pencaharian di sektor pertanian, hal ini 
terlihat dari data yang diperoleh diketahui bahwa penduduk yang bermata 
pencaharian petani dan buruh tani menempati urutan terbesar. Penduduk 
yang bermata pencaharian sebagai petani sebesar 51,08 % dan buruh tani 
sebesar 22,73 %. Melihat kondisi tersebut dalam mengambil kebijakan 
pembangunan seharusnya menitikberatkan pada sektor pertanian yang 
didukung sektor-sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat didaerah setempat. Dalam menunjang keberhasilan di sektor 
pertanian maka PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk memberikan bantuan 
pembangunan saluran air bersih bagi penduduk Desa Sepat agar setiap 
saat dapat memanfaatkan air bersih khususnya untuk lahan pertanian.
C. Keadaan Pertanian dan Peternakan
Kondisi sektor pertanian merupakan salah satu indikator kamampuan 
suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya. Kemampuan 
tersebut tentunya harus didukung oleh tersedianya lahan pertanian yang 
potensial, teknologi yang mendukung, serta sumber daya manusia yang 
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berkualitas. Luas tanam menurut komoditas tanaman pangan dan palawija di 
Desa Sepat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 15.  Luas Tanam Menurut Komoditas Tanaman Pangan dan Palawija di 
Desa Sepat








    40
            25
Sumber: Data Monografi Desa Sepat Tahun 2009
Berdasarkan data pada tabel 15 dapat diketahui bahwa penggunaan 
lahan pertanian terbesar adalah padi yaitu seluas 180.9796 Ha, sedangkan 
penggunaan lahan pertanian terkecil yaitu digunakan untuk menanam kacang 
tanah yaitu seluas 25 Ha. Penduduk Desa Sepat menanam tanaman kacang 
tanah maupun jagung biasanya pada musim tanam ke tiga karena pada musim 
tanam ke tiga akan kekurangan air apabila ditanami tanaman padi.
Penduduk Desa Sepat juga mengusahakan ternak sebagai salah satu 
investasi masa depan maupun pekerjaan sampingan mereka. Peternakan 
tersebut berupa sapi, kambing, ayam kampung dan ayam ras. Berikut data 
ternak di Desa Sepat :
Tabel 16. Jumlah Ternak Menurut Jenisnya di Desa Sepat













Sumber: Data Monografi Desa Sepat Tahun 2009
Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah ternak yang banyak 
dimiliki petani adalah ayam ras dan ayam kampung yaitu sebesar  21.000 ekor 
dan 1.025 ekor. Ternak unggas lebih diminati penduduk di Desa Sepat karena 
perawatannya yang cukup mudah dibandingkan apabila memelihara hewan 
ternak lainnya. Potensi pertanian dan peternakan tersebut dapat menjadi salah 
satu alternatif masyarakat dalam memperoleh penghasilan tambahan. 
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D. Keadaan Sarana Perekonomian
Keberadaan sarana perkonomian di suatu wilayah merupakan salah satu 
hal yang dibutuhkan untuk mendukung laju kegiatan perekonomian 
penduduk. Sarana perkonomian merupakan tempat dimana terjadi kegiatan 
jual beli atau pemindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yang 
merupakan kegiatan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. 
Sarana perekonomian yang ada di Desa Sepat antara lain pasar umum satu 
unit, toko kelontong atau warung 28 unit dan koperasi satu buah. Selain itu di 
Desa Sepat ada usaha persewaan seperti persewaan meja kursi, piring atau 
gelas atau sendok, sound sistem, pakaian pengantin dan usaha jasa seperti 
penjahit, tukang foto, tukang cukur, tukang las, tukang pijat, fotocopy, 
reparasi elektronik, reparasi jam, bengkel dan salon kecantikan.
Perekonomian Desa Sepat juga ditunjang dengan adanya industri rumah 
tangga. Industri rumah tangga yang ada di desa ini adalah industri tempe, 
industri tahu, mebel, penggergajian kayu, lempeng gaplek, sungkit rambut 
dan pembuatan krupuk atau karak. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 
membantu industri rumah tangga khususnya yang bergerak di bidang pangan 
untuk membantu memasarkan produk olahannya dengan menyediakan tempat 
di kantin perusahaan.
E. Keadaan Sarana Transportasi dan Komunikasi 
Angkutan masyarakat merupakan faktor yang dapat membantu 
masyarakat dan memperlancar perkembangan suatu wilayah. Sarana 
tranportasi merupakan salah satu indikator modernisasi suatu wilayah. 
Dampak dari modernisasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (Mantra, 1995).
Ketersediaan sarana transportasi umum yang ada di Desa Sepat yaitu 
ojek dan bus. Adanya alat transportasi dapat dikatakan bahwa wilayah Desa 
Sepat termasuk wilayah yang cukup maju, meski jumlah bus dan ojek yang 
ada terbatas, seimbang dengan keinginan penduduk untuk melakukan 
mobilisasi ke daerah lain.
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Kegiatan warga Desa Sepat untuk mengakses informasi, pusat kegiatan 
ekonomi, kesehatan, ataupun pemerintahan biasanya dilakukan dengan 
mengendarai sepeda motor, mobil, bus atau ojek. Keadaan jalan sebagian 
sudah di aspal, meskipun ada beberapa daerah yang sudah rusak. Dengan 
demikian dalam mengangkut barang kebutuhan dalam jumlah yang banyak ke 
pasar atau kemanapun cukup mudah.
Sarana komunikasi yang ada di Desa Sepat berupa televisi, radio, dan 
telepon seluler (HP). Untuk pusat layanan komunikasi umum yang ada di 
Desa Sepat adalah wartel atau kantor pos. Tingkat kepemilikan telepon seluler 
cukup rendah, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki. Keadaan 
tersebut membuat agak warga lambat dalam menerima informasi dan 
menjadikan kantor desa sebagai pusat informasi. Keadaan tersebut sedikit 
tertolong dengan adanya budaya ”Gethok Tular” yang masih sangat kental di 
Desa Sepat. Adanya budaya tersebut sangat menguntungkan yaitu informasi 
yang didapat oleh sebagian warga dapat meyebar ke warga yang lainnya 
dengan cepat.
F. PT. TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, Tbk
1. Profil Perusahaan
Pada tahun 1959, almarhum Tan Pia Sioe mendirikan bisnis 
keluarga yang nantinya berkembang menjadi PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk. Sebuah bisnis keluarga yang memproduksi bihun jagung 
dengan nama Perusahaan Bihun Cap Cangak Ular di Sukoharjo, Jawa 
Tengah. Sampai hari ini, kultur manajemen yang erat seperti sebuah 
keluarga adalah salah satu nilai yang terus dipertahankan oleh generasi 
ketiga sang pendiri.
Untuk memenuhi permintaan pasar akan produk-produk makanan 
yang terus tumbuh, PT. Tiga Pilar Sejahtera didirikan pada tahun 1992 dan 
menjadi perusahaan publik pada tahun 2003. TPS-Food selalu 
menekankan pentingnya produk yang berkualitas dan memberikan nilai 
tambah pada konsumen. Berbekal pengalaman yang panjang, tradisi, serta 
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loyalitas konsumen, TPS-Food berhasil meraih posisi sebagai produsen mi 
kering dan bihun terdepan di pasar Indonesia.
Komitmen TPS-Food untuk menghasilkan produk yang terbaik 
diterima oleh pasar, dan berkualitas tinggi dibuktikan dengan diperolehnya 
sertifikat ISO 9001:2002, HACCP dan sertifikasi halal. Standar produksi 
ynag tinggi dan jaringan distribusi yang luas memperkuat PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Food, Tbk sebagai salah satu pilihan konsumen.
TPS-Food memiliki dua kategori produk, yang pertama adalah 
produk makanan dalam kemasan dan yang kedua adalah produk industrial. 
Perbedaan diantara keduanya adalah bagaimana produk itu dikonsumsi 
oleh konsumen dan target pasarannya. Produk makanan dalam kemasan 
terdiri dari produk-produk yang bisa langsung dikonsumsi tanpa diolah 
terlebih dahulu seperti mi instan, bihun instan, biskuit, wafer dan permen. 
Sebaliknya, produk industrial meliputi produk-produk yang harus diolah 
terlebih dahulu sebelum dikonsumsi seperti mi telor, mi kering dan bihun 
kering. Berbeda dengan produk makanan dalam kemasan, target market 
untuk kategori ini adalah penjual makanan olahan seperti pedagang mi 
ayam, mi bakso, kantin, katering dan rumah makan. Untuk 
mendistribusikan produk, TPS-Food menggunakan sistem multi 
distributor. Hingga saat ini telah memiliki lebih dari 60 distributor 
diberbagai daerah yang tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, 
Kalimantan hingga Sulawesi.
Menyadari semakin kompleksnya selera dan permintaan pasar saat 
ini, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk terus berupaya meningkatkan 
pertumbuhan untuk menegaskan eksistensinya di industri makanan melalui 
akusisi perusahaan, inovasi cerdas, ekspansi merk, dan eksekusi tepat 
dalam rangka menghadirkan produk berkualitas pada konsumen. Untuk 
mencapai visi tersebut, TPS-Food selalu memanfaatkan fasilitas dan 
prasarana industri manufaktur yang terbaik. Akusisi lahan yang telah 
mencapai 500.000 m2 di Sragen, Jawa Tengah dikembangkan dengan 
teknologi modern. Fasilitas dan laboratorium yang modern serta 
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pemeriksaan kualitas yang seksama pada setiap tahapan proses produksi 
menjamin komitmen kami dalam hal kualitas kepada konsumen.
Terlepas dari segi bisnis dan teknologi terbaru, PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Food, Tbk memiliki kelebihan tersendiri sebagai perusahaan 
yang sadar akan kewajiban sosial dan lingkungan. TPS-Fod telah 
melakukan  berbagai macam upaya untuk menjamin keberlangsungan 
lingkungan hidup dengan diperolehnya sertifikasi AMDAL dan juga telah 
menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) berstandar modern 
untuk manajemen pengolahan limbah. TPS-Food juga terus memastikan 
terjaga standar kebersihan dan kemanusiaan untuk komunitas di sekeliling 
tempat produksi melalui pembangunan pusat air bersih dan turut berperan 
aktif dalam mendukung bisnis UKM yang ada di sekitar pabrik, serta 
mendukung berbagai aktifitas masyarakat baik itu dalam kegiatan spiritual 
maupun kepemudaan.
Dengan beberapa riset yang sudah berjalan, dalam jangka 
menengah ini TPS-Food siap untuk menerapkan beberapa proses bisnis 
terbaru sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan kami bertekad 
untuk mengembalikan hasil investasi ini kepada konsumen. TPS-Food 
juga berencana untuk melakukan banyak perbaikan terhadap fasilitas dan 
infrastruktur produksi sebagai antisipasi peningkatan target kapasitas 
produksi serta persiapan untuk masuk ke beberapa produk makanan baru.
Berikut ini adalah Struktur Organisasi PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk :
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Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk
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2. Program-Program Corporate Social Responsibility 
a. Eksternal
1) Bidang Pembangunan
a) Memberikan bantuan pengadaan air bersih kepada 5 dukuh yang 
berada di sekitar perusahaan yaitu Tekikrejo, Gandu, Sepat, 
Jatirejo, dan Selorejo. 
b) Memberikan dana untuk kas desa tiap 1 tahunnya sebesar Rp 
2.000.000,00.
c) Memberikan bantuan dana pembangunan tiap RT di 5 dukuh 
perbulan sebesar Rp 100.000,00.
d) Memberikan tanah seluas 400 x 200 meter untuk pembangunan 
jalan menuju makam desa.
2) Bidang Kesehatan
a) Menjadi bapak angkat Posyandu di Desa Sepat dengan 
memberikan bantuan berupa pengadaan Dokter serta 
memberikan bantuan sarana dan prasarana seperti timbangan, 
gelas, mangkuk, dan sendok.
b) Memberikan PMT (Program Makanan Tambahan) bagi ibu 
hamil, ibu menyusui, dan balita.
c) Memberikan dana motivasi bagi Kader dan Pengurus unit 
kesehatan di Desa Sepat.
d) Memberikan pengobatan gratis pada masyarakat pada saat 
bencana alam seperti pada banjir di Solo dan gempa di 
Yogyakarta.
e) Mengadakan khitanan masal setiap 2 tahun sekali.
f) Mengadakan donor darah masal tiap 4 bulan sekali.
3) Bidang Pendidikan
a) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk memberikan bantuan belajar 
kepada Sekolah Dasar yang ada di sekitar perusahaan seperti SD 
Sepat I, SD Sepat II, SD Sepat III, dan SD Sepat IV masing-
masing sekolah mendapatkan Rp 100.000,00.
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b) Memberikan Beasiswa kepada siswa berprestasi berupa dana 
sebesar Rp 1.500.000,00.
c) Memberikan dana motivasi kepada guru yang memberikan 
pelajaran tambahan untuk siswa.
4) Bidang Sosial
a) Memberikan dana Sukacita kepada masyarakat yang 
mengadakan hajatan dan memberikan dana Dukacita bagi 
masyarakat yang terkena musibah seperti keluarga meninggal.
b) Memberikan bantuan hewan qurban saat Idul Adha.
c) Melakukan operasi pasar seperti suplay minyak goreng dan 
produk-produk PT. Tiga Pilar Sejahtera.
d) Mengadakan buka puasa bersama keliling di tiap dukuh di Desa 
Sepat.
e) Memberikan dana untuk Karang Taruna di 5 dukuh dan 1 desa.
f) Memberikan uang keamanan bagi warga terdekat untuk ikut 
menjaga keamanan perusahaan. 
b. Internal
1) Memberikan Beasiswa untuk anak-anak Karyawan PT. Tiga Pilar 
Sejahtera yang berprestasi.
2) Memberikan jatah makan malam dan sahur di bulan puasa bagi 
karyawan yang bekerja di malam hari atau shift malam.
3) Mengadakan bus jemputan sebanyak 12 unit bagi karyawan.
4) Memberikan fasilitas kesehatan berupa Klinik Kesehatan yang 
berada di lingkungan Perusahaan. Klinik ini disediakan untuk 
karyawan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
5) Memberikan pengobatan gratis dan rujukan ke Rumah Sakit 
Moewardi Surakarta bagi karyawan.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Identitas Responden
Identitas responden yang diteliti dalam penelitian ini meliputi usia atau 
umur, jenis kelamin, dan jarak tempat tinggal dengan perusahaan. Menurut 
Triyono (2009), penduduk diklasifikasikan sebagai usia muda (0-14 tahun), 
dewasa (15-64 tahun), dan tua (lebih dari 65 tahun). Adapun identitas 
responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 17. Identitas Responden Penelitian
No. Karakteristik Responden Jumlah Persentase



















Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
1. Umur Responden
Berdasarkan Tabel 17, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
yaitu sebanyak 72,5 persen responden tergolong dalam usia dewasa, 
sedangkan sisanya sebesar 22,5 persen tergolong usia muda dan hanya 5 
persen yang tergolong usia tua. Usia mempengaruhi seseorang dalam 
merespon sesuatu hal yang baru. Selain itu, usia juga mempengaruhi 
kondisi fisik seseorang, khususnya dalam memajukan kegiatan di bidang 
sosial dan ekonominya. Masyarakat sebagai responden yang tergolong ke 
dalam usia tua cenderung lebih sulit menerima inovasi baru dan lebih 
berfikiran secara kolot misalnya dalam pemberian bantuan program 
Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
Tbk pada awalnya sulit menerima dan cenderung mencurigai perusahaan , 
begitu juga dengan sebaliknya masyarakat yang berusia dewasa dan muda 
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cenderung lebih mudah dalam menerima inovasi dan pengetahuan yang 
baru, serta lebih terbuka akan kemajuan serta memiliki semangat yang 
tinggi dan lebih kritis menilai sesuatu. Hal ini terbukti bahwa masyarakat 
sebagai responden dari 5 Dukuh yang terdapat di Desa Sepat yang berusia 
dewasa lebih mudah menerima dan melaksanakan kegiatan dalam program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera dengan 
baik. Selain itu, masyarakat responden juga dapat memanfaatkan atau 
melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga 
Pilar Sejahtera sebagai modal untuk usaha mereka. Sehingga dapat 
menjadi kegiatan yang berkembang dengan dapat meningkatkan 
pendapatan para masyarakat responden. Bagi masyarakat yang berusia 0-
14 tahun program CSR yang diterima meliputi bidang kesehatan dimana 
bayi dan balita mendapatkan program makanan tambahan serta bidang 
pendidikan dimana siswa berprestasi mendapatkan beasiswa berupa bebas 
biaya sekolah. Bagi masyarakat yang berusia 15-64 tahun program CSR 
yang diterima meliputi bidang sosial lebih kepada pemberian peluang 
pekerjaan di perusahaan bagi warga sekitar. Untuk masyarakat yang 
berusia >65 tahun program yang diterima lebih mengarah kepada bidang 
kesehatan dan sosial. 
2. Jenis Kelamin
Berdasarkan Tabel 17, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 70 persen atau sebesar 
28 orang dan sisanya adalah responden berjenis kelamin perempuan yaitu 
sebesar 30 persen atau sebanyak 12 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 
responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak berperan di dalam 
kegiatan bermasyarakat dibandingkan dengan responden yang berjenis 
kelamin perempuan. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar dari penerima 
bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar 
Sejahtera ialah berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi peran perempuan 
juga diperhitungkan dalam pelaksanaan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan 
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adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
berkonsentrasi pada perempuan dan anak-anak, salah satu contohnya 
adalah program pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, bayi dan 
balita. 
Tabel 18. Penerima Manfaat Program CSR TPS
No Program Corporate Social Responsibility TPS Penerima manfaat
1 Pembangunan air bersih Laki-laki dan 
perempuan
2 Pemberian program makanan tambahan perempuan
3 Pemberian lapangan pekerjaan Laki-laki
4 Insentif untuk aktivis desa Laki-laki
Sumber: Analisis Data Sekunder
Berdasarkan Tabel 18 dapat diketahui peran laki-laki sebagai 
penerima manfaat terbanyak dari program Corporate Social Responsibility
(CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dimana sebagian besar aktivis 
desa adalah laki-laki dan lapangan pekerjaan yang paling berpeluang 
adalah laki-laki sehingga laki-laki banyak mendapatkan program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
Tbk. Akan tetapi perempuan dan anak-anak juga mendapatkan manfaat 
program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk yaitu melalui pemberian program makanan tambahan bagi bayi, 
balita dan ibu hamil.
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Kelas Kategori :     
kelasjumlah
terendahnilaitertingginilai 
B. Faktor Pembentuk Persepsi Penerima Program Terhadap Program 
Corporate Social Responsibility PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk
Faktor pembentuk persepsi yaitu variabel dari dalam diri masyarakat 
yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Adapun faktor pembentuk persepsi  
antara lain yaitu usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan 
dan status sosial masyarakat dalam program Corporate Social Responsibility 
(CSR). Rumus yang digunakan untuk mengetahui faktor pembentuk persepsi 
yaitu: 
Faktor pembentuk persepsi penerima program terhadap program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Tiga Pilar Sejahtera Food, adalah 
sebagai berikut:
Tabel 19. Kategori Sub Variabel Pembentuk Persepsi Penerima Program
Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen
No Sub variabel Kategori Skor Jumlah Prosentase 
(%)







































































Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
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1. Usia 
Usia merupakan selisih antara tahun responden dilahirkan hingga 
tahun pada saat penelitian dilaksanakan. Selain itu, usia juga 
mempengaruhi kondisi fisik seseorang, khususnya dalam memajukan 
kegiatan di bidang sosial dan ekonominya. Masyarakat sebagai responden 
yang tergolong ke dalam usia tua cenderung lebih sulit menerima inovasi 
baru dan lebih berfikiran secara kolot, begitu juga dengan sebaliknya 
masyarakat yang berusia dewasa dan muda cenderung lebih mudah dalam 
menerima inovasi dan pengetahuan yang baru, serta lebih terbuka akan 
kemajuan serta memiliki semangat yang tinggi dan lebih kritis menilai 
sesuatu.
Berdasarkan Tabel 19, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
yaitu sebanyak 72,5 persen responden tergolong dalam usia dewasa, 
sedangkan sisanya sebesar 22,5 persen tergolong usia muda dan hanya 5 
persen yang tergolong usia tua. Hal ini terbukti bahwa masyarakat sebagai 
responden dari 5 Dukuh yang terdapat di Desa Sepat yang berusia dewasa 
lebih mudah menerima dan melaksanakan kegiatan dalam program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera dengan 
baik. Selain itu, masyarakat responden juga dapat memanfaatkan atau 
melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food, Tbk untuk membantu usaha mereka seperti industri 
rumah tangga yang bergerak dibidang pangan dapat terbantu dalam 
pemasarannya karena PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk menyediakan 
tempat penjualan yaitu kantin perusahaan. Sehingga dapat menjadi 
kegiatan yang berkembang dengan dapat meningkatkan pendapatan para 
masyarakat responden. 
2. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan yaitu jenjang pendidikan formal tertinggi 
terakhir yang telah diselesaikan. Tingkat pendidikan seseorang akan 
mempengaruhi pemikiran dan persepsi terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera. Berdasarkan Tabel 19
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mengenai kategori sub variabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Sepat 
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dapat diketahui bahwa sebanyak 
62,5 persen masyarakat berpendidikan setaraf SLTP/SLTA, sedangkan 0,5 
persen masyarakatnya telah menempuh jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi setingkat D1-S3. Hal ini dikarenakan masyarakat telah sadar akan 
pentingnya pendidikan untuk kehidupan mereka. Akan tetapi masih ada 
pula masyarakat yang tidak tamat SD/ tamat SD, masyarakat yang 
termasuk dalam golongan ini merupakan masyarakat yang berusia lanjut 
sehingga bagi mereka pendidikan bukanlah prioritas yang utama dalam 
hidup. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi memandang program 
Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu kepedulian 
perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dan merupakan suatu 
kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan karena telah ada 
Undang-Undang yang mengatur terkait dengan program tanggung jawab 
sosial perusahaan. Sedangkan bagi penduduk yang kurang berpendidikan 
memandang program Corporate Social Responsibility (CSR) hanya 
sebagai suatu bantuan yang layak mereka terima dai PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Food, Tbk karena mereka merasa kurang mampu.
Karena dirasa pendidikan adalah hal yang penting maka dengan 
adanya PT. Tiga Pilar Sejahtera di desa Sepat Kecamatan Masaran 
Kabupaten Sragen, masyarakat sedikit terbantu dan termotivasi karena 
adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar 
Sejahtera yang memberikan beasiswa kepada masyarakat yang berprestasi 
dan memberi dana bantuan kepada SD di lingkungan sekitar perusahaan. 
Bagi masyarakat yang berpendidikan setaraf perguruan tinggi program 
Corporate Social Responsibility (CSR) tidak terlalu dirasakan manfaatnya 
karena program Corporate Social Responsibility (CSR) ditujukan kepada 
masyarakat yang berpendidikan SD hingga SLTP/SLTA.
3. Jenis Pekerjaan
Jenis pekerjaan merupakan jenis mata pencaharian pokok yang 
dilakukan oleh responden sebagai sumber penghidupannya dan 
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keterkaitannya dengan perusahaan. Berdasarkan Tabel 19 dapat diketahui 
bahwa masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap sebanyak 50 persen, 
sedangkan yang memiliki pekerjaan tidak tetap sebanyak 35 persen, dan 
yang paling sedikit adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap dan 
sampingan. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap sebagian besar 
merupakan karyawan dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, karena 
sesuai dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga 
Pilar Sejahtera dimana perusahaan  mengutamakan perekrutan karyawan 
dari masyarakat sekitar perusahaan dan sesuai dengan kemampuan tiap 
individu. Jadi perusahaan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat 
Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen yang lebih besar. 
Masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap dan sampingan merupakan 
masyarakat yang memanfaatkan bantuan dari program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera untuk usaha mereka seperti 
industri rumah tangga yang bergerak dibidang pangan dapat terbantu 
dalam pemasarannya karena PT. Tiga Pilar Sejahtera food, Tbk 
menyediakan tempat penjualan yaitu kantin perusahaan. Sedangkan 
masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap sebagian besar 
merupakan buruh pabrik ataupun buruh bangunan yang bekerja di luar 
desa.
4. Tingkat pendapatan
Tingkat pendapatan yaitu jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh 
responden setiap bulannya selama tiga bulan terakhir. Berdasarkan Tabel 
19 dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat sebanyak 62,5 persen 
berpenghasilan antara Rp500.001-Rp1.000.000. Hal ini karena 
masyarakatnya telah memiliki pekerjaan tetap dan sampingan. Sedangkan 
37,5 persen masyarakat berpenghasilan dibawah Rp 500.000,00 hal ini 
dikarenakan masyarakat yang bekerja diluar desa dan hanya menjadi buruh 
pabrik atau buruh bangunan yang gajinya tidak tentu di tiap bulannya. 
Dengan keadaan seperti ini PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk mencoba 
untuk sedikit membantu dan meringankan beban masyarakat dengan 
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pemberian sumur mandiri kepada warga masyarakat sekitar secara gratis 
sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan 
air bersih. Selain itu juga perusahaan membantu memberikan program 
makanan tambahan bagi ibu bayi dan balita sehingga gizinya terjamin.
5. Status Sosial
Status sosial merupakan kedudukan sosial responden di dalam 
lingkungannya yang dibedakan menjadi tokoh masyarakat dan bukan 
tokoh masyarakat, dalam hal ini yang dimaksud tokoh masyarakat adalah 
aktivis desa dan para kader, sedangkan yang bukan tokoh masyarakat 
adalah warga biasa. Berdasarkan Tabel 19 di atas, dapat diketahui bahwa 
dari 5 Dukuh Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen hanya 
terdapat 7,5 persen masyarakat yang menjadi aktivis desa, dan sebesar 
47,5 persen masyarakat menjadi kader, sedangkan sisanya 45 persen 
hanyalah warga biasa. Aktivis desa merupakan masyarakat yang menjadi 
pengurus dalam kelompok dan organisasi yang ada di desa seperti Karang 
Taruna. Hanya sedikit masyarakat yang menjadi aktivis desa karena 
kurangnya motivasi dalam diri setiap masyarakat. Maka dari itu PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food Tbk ingin membantu dalam memotivasi warga 
masyarakat dengan memberi bantuan berupa dana kepada Karang Taruna 
untuk memperlancar kegiatan dalam organisasi. 
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk juga memberikan dana motivasi 
kepada para kader yang telah bersedia bekerja demi masyarakat. Kader 
disini merupakan seseorang yang secara sukarela membantu bidan dari 
pemerintah dalam kegiatan Posyandu yang diadakan di 5 Dukuh meliputi 
Sepat, Gandu, Selorejo, Jatirejo dan Tekikrejo Desa Sepat Kecamatan 
Masaran Kabupaten Sragen. Tugas Kader meliputi menyiapkan makanan 
sebagai program makanan tambahan yang akan diberikan kepada balita 
dan ibu hamil serta menyiapkan seluruh keperluan untuk pelaksanaan 
Posyandu.
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Kelas kategori :     
kelasjumlah
terendahnilaitertingginilai 
C. Persepsi Penerima Program Terhadap Program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk
Ambadar (2008) menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan 
(Corporate Social Responsibility/CSR) adalah sebuah konsep manajemen yang 
menggunakan konsep “triple bottom line” yaitu keseimbangan antara 
mencetak keuntungan, harus seiring dan berjalan selaras dengan fungsi-fungsi 
sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan 
yang suistainable (keberlanjutan). Menurut Saidi (2004) sumbangan sosial 
perusahaan dapat dibagi dua berdasarkan sifatnya, yaitu karitas (charity) dan
filantropi. Karitas yakni memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang 
sifatnya sesaat, sedangkan filantropi yaitu sumbangan yang ditujukan untuk 
kegiatan investasi sosial atau kegiatan yang diarahkan pada penguatan 
kemandirian masyarakat.
Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat persepsi penerima 
program adalah sebagai berikut :
Persepsi penerima program terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk berdasarkan analisis 
adalah sebagai berikut :
Tabel 20. Kategori Sub Variabel Persepsi Penerima Program Terhadap 
Program Corporate Social Responsibility (CSR)





























































Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
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1. Persepsi Penerima Program Terhadap Tujuan Program CSR
Tujuan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food, Tbk secara garis besarnya adalah untuk menjamin 
keberlangsungan lingkungan hidup dan memastikan terjaganya standar 
kebersihan dan kemanusiaan untuk masyarakat sekitar yaitu dusun Sepat, 
Gandu, Selorejo, Jatirejo dan Tekikrejo. 
Berdasarkan Tabel 20 maka dapat diketahui bahwa tujuan program 
Corporate Social Responsibility (CSR) sebanyak 60 persen mengarah pada 
filantropis, maksudnya adalah tujuan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
untuk memberikan sumbangan yang ditujukan untuk kegiatan investasi 
sosial seperti memberikan dana untuk kas desa tiap 1 tahunnya sebesar Rp 
2.000.000,00. Filantropi merupakan suatu tingkatan dalam program 
Corporate Social Responsibility (CSR) dimana dalam tingkatan ini 
perusahaan merupakan sebuah lembaga yang memberikan bantuan kepada 
masyarakat sekitar akan tetapi perusahaan tidak melakukan evaluasi lebih 
lanjut terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
dilakukan. Dalam hal ini perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan 
sumbangan kepada masyarakat sekitar.
Sedangkan sisanya mengarah pada kategori sustainable 
(keberlanjutan) sebanyak 40 persen. Hal ini dikarenakan PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Food Tbk merencanakan tujuan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) dengan baik dimana tujuannya adalah membantu 
memajukan kesejahteraan dan keberlangsungan lingkungan hidup 
masyarakat sekitar perusahaan. Dan pada kategori sustainable 
(keberlanjutan) tujuan perusahaan lebih dari sekedar yang diharapkan 
yaitu mampu menciptakan keselarasan antara mencetak keuntungan, 
dengan fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup. 
Contohnya perusahaan mengadakan program terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat seperti penyuluhan kesehatan.
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2. Persepsi Penerima Program Terhadap Sosialisasi Program CSR
Dewasa ini, istilah Corporate Social Responsibility (CSR) sudah 
tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar. 
Pada dasarnya CSR merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk 
keberlangsungan kehidupan masyarakat disekitarnya, baik itu secara 
sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat.
Berdasarkan Tabel 20 dapat diketahui bahwa persepsi penerima 
program terhadap sosialisasi program Corporate Social Responsibility
(CSR) yang paling banyak adalah kategori filantropi yaitu sebesar 80 
persen. Maksudnya adalah sebagian besar responden telah mengetahui 
program-program  Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar 
Sejahtera. Hal ini dikarenakan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk selalu 
aktif dalam memberikan informasi terkait dengan program perusahaan. 
Dalam hal ini perusahaan selalu mengadakan pertemuan dengan warga 
dalam 4 bulan 1 kali guna membahas program–program yang akan 
dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar khususnya 
program Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu juga warga 
bisa mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat, rekan atau saudara 
yang bekerja di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 
Sedangkan yang termasuk dalam kategori sustainable ada 15 persen, 
dimana masyarakat yang mengetahui sosialisasi program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera adalah tokoh masyarakat. 
Akan tetapi terdapat 5 persen responden yang masuk dalam kategori 
Karitatif dimana responden belum mengetahui adanya program-program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera. Hal ini 
dikarenakan responden tersebut memiliki pekerjaan di luar daerah 
penelitian sehingga informasi yang diterimanya terbatas khususnya 
informasi mengenai program-program Corporate Social Responsibility
(CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
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3. Persepsi Penerima Program Terhadap Pelaksanaan Program CSR
Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) bukan 
hanya sekedar kegiatan amal di mana Corporate Social Responsibility
(CSR) mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya 
agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh 
pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan 
hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan 
antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan 
kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku 
kepentingan internal.
Berdasarkan Tabel 20 dapat diketahui bahwa persepsi penerima 
program terhadap pelaksanaan program yang paling banyak adalah pada 
kategori sustainable (berkelanjutan) yaitu sebesar 62,5 persen. Hal ini 
berarti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 
Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk telah mampu memberdayakan masyarakat 
serta pelaksanaan programnya yang berkelanjutan karena perusahaan 
memiliki kebijakan khusus untuk menangani program Corporate Social 
Responsibility (CSR). Program-program Corporate Social Responsibility
(CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera yang mengarah pada sustainable 
(berkelanjutan) adalah program pemberian beasiswa bagi anak yang 
berprestasi dan peluang untuk bekerja di perusahaan. Hal ini akan dapat 
meningkatkan motivasi anak dalam belajar dan memotivasi masyarakat 
dalam mendapatkan peluang pekerjaan.
Sedangkan sebanyak 37,5 persen persepsi masyarakat terhadap 
pelaksanaan program berada pada kategori filantropis yang berarti bahwa 
pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food, Tbk yaitu hanya pemberian sumbangan yang 
ditujukan untuk kegiatan investasi sosial atau kegiatan yang diarahkan 
pada penguatan kemandirian masyarakat.
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4. Persepsi Penerima Program Terhadap Manfaat Program CSR
Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan 
mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat 
tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang 
positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh 
akses terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan 
sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, 
perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang 
kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan 
manajemen risiko (risk management) (Efendi, 2009).
Berdasarkan Tabel 20 dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat 
terhadap manfaat program yang paling banyak termasuk dalam kategori 
Filantropi sebesar 77,5 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa program–
program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food,Tbk memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah yang 
terjadi disekitar perusahaan. Adapun masalah yang terjadi disekitar 
perusahaan adalah masyarakat kekurangan air bersih, sehingga untuk 
mengatasinya PT.Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk membuatkan sumur yang 
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber air bersih.
Sedangkan yang termasuk dalam kategori sustainable sebesar 20 
persen dimana responden mendapatkan manfaat dari pemberian program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 
seperti program pemberian lapangan pekerjaan di perusahaan dan program 
beasiswa kepada anak berprestasi. Akan tetapi hanya ada 2,5 persen yang 
tergolong dalam kategori karitatif dimana responden mempunyai persepsi 
terhadap manfaat program hanya untuk sementara saja. Misalnya adalah 
program bantuan kemanusiaan seperti bencana alam dan khitanan massal. 
Hal ini disebabkan karena responden kurang mengerti maksud dan tujuan 
program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk, sehingga kurang dapat memaksimalkan bantuan dari 
perusahaan.
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5. Persepsi Penerima Program Terhadap Dampak Program CSR
Berdasarkan Tabel 20 dapat diketahui bahwa persepsi penerima 
program terhadap dampak program dari keseluruhan responden termasuk 
dalam kategori sustainable (keberlanjutan) yaitu sebesar 100 persen. 
Maksudnya adalah dampak dari program –program Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
Tbk dirasakan oleh responden dalam jangka waktu yang panjang, seperti 
pembuatan sumur untuk masing-masing dusun. Selain itu program 
pemberian beasiswa kepada anak berprestasi dan pemberian peluang 
pekerjaan memberikan dampak yang berkelanjutan. Dalam kategori ini, 
perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar serta dampak 
dari program CSR itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, menciptakan masyarakat yang mandiri dan keberlangsungan 
lingkungan hidup. Karena dengan pembuatan sumur sebagai sarana air 
bersih bagi warga dan dampaknya bagi warga adalah warga dapat 
melangsungkan kegiatan sehari-hari.
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D. Hubungan antara Persepsi Penerima Program Terhadap Program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
Tbk
Hubungan antara faktor pembentuk persepsi dengan persepsi
penerima program terhadap program Corporate Social Responsibility
(CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk  adalah variabel-variabel yang 
dikaji dalam penelitian ini. Analisis hubungan dengan menggunakan 
program SPSS versi 17 for windows, dengan tingkat kepercayaan 95 
persen atau α  sebesar 0,05. Berikut adalah hasil analisis hubungan antara 
faktor pembentuk persepsi dengan persepsi penerima program terhadap 
program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk. Hubungan antara persepsi penerima program terhadap program 
Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 21. Hubungan antara Persepsi Penerima Program terhadap Program CSR
Persepsi (X) Persepsi Masyarakat terhadap Program CSR (Y)
Tujuan  (Y1) Sosialisasi  (Y2) Pelaksanaan (Y3) Manfaat  (Y4) Dampak  (Y5) Persepsi (Y total)

































Tua (3) 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1
Dewasa (2) 13 16 0 6 22 1 20 9 0 6 23 0 6 9 14 8 19 2




1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Tamat SLTA/SLTP
2
11 14 0 5 18 2 15 10 0 5 19 1 5 9 11 7 14 4




3 3 0 1 5 0 5 1 0 3 3 0 3 1 2 3 3 0
Tetap 
6-8
10 10 0 3 15 2 14 6 0 5 14 1 4 7 9 5 12 3
Tidak tetap
3-5




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500.001-1.000.000
8-11
12 13 0 0 0 25 17 8 0 4 20 1 3 9 13 6 17 2
0-500.000
4-7




1 2 0 1 2 0 3 0 0 1 2 0 1 1 1 2 1 0
Kader
8-11
8 11 0 3 15 1 13 6 0 3 15 1 3 6 10 4 14 1
Warga biasa
4-7
7 11 0 1 16 1 9 9 0 4 14 0 5 3 10 4 6 8
Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
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Berdasarkan Tabel 21 dapat diketahui persepsi penerima program
terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Food, Tbk yang meliputi :
1. Hubungan antara Usia dengan Program CSR
Usia mempengaruhi kondisi fisik seseorang seperti panca indera dan 
fungsi organ tubuh manusia yang mulai melemah ketika seseorang 
bertambah usianya dan respon dalam menjalankan setiap kegiatannya. Hal 
ini terbukti pada respon masyarakat terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, dimana 
program-programnya meliputi kegiatan sosial, kesehatan bagi bayi,balita 
dan ibu hamil, pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi dan 
pembangunan sumber air bersih kepada seluruh warga. 
Berdasarkan Tabel 21, maka dapat diketahui bahwa hubungan antara 
usia dengan program CSR terdapat hubungan yang signifikan jadi usia 
mempengaruhi program CSR pada taraf signifikansi 95% dengan  = 0,05 
dengan nilai rs adalah 0,329 serta dengan arah hubungan yang negatif. Hal 
ini dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 22. Hubungan antara Usia dengan Program CSR
Usia (X1)
Persepsi






3 1 0 1
0,329* 2,1472 8 19 2
1 1 2 6
Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi usia seseorang maka 
semakin rendah persepsinya terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) sehingga usia dewasa yang lebih cermat dalam 
memberikan persepsi terhadap program Corporate Social Responsibility
(CSR). Hal ini dikarenakan usia dewasa merupakan usia yang masih 
produktif dengan kategori usia antara 15-65 tahun sedangkan usia tua 
merupakan usia yang non produktif dengan kategori usia >65 tahun. 
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Dengan usia yang terlalu tua seseorang mengalami penurunan kemampuan 
baik fisik maupun mental sehingga mempengaruhi dalam memberikan 
persepsi terhadap sesuatu. 
Hal ini dapat diketahui pada variabel tujuan dimana sebesar 40% 
atau sebanyak 16 responden yang berusia dewasa memiliki persepsi 
terhadap tujuan yang filantropis. Hal ini dikarenakan responden yang 
berusia dewasa telah mengetahui tujuan program yang disampaikan oleh 
perusahaan. Sedangkan 13 orang atau sebesar 32,5% responden memiliki 
persepsi terhadap tujuan yang sustainable. Dimana responden telah 
mengetahui tujuan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
berkelanjutan. Dalam variabel sosialisasi sebanyak 22 orang yaitu sebesar 
55% responden dengan kategori dewasa memiliki persepsi yang 
filantropis. Karena dengan usia yang masih produktif, responden mampu 
mengikuti sosialisasi program yang dilakukan oleh perusahaan. Begitu 
pula pada saat pelaksanaan, sebanyak 20 responden atau sebesar 50% yang 
berusia dewasa yaitu usia antara 15- 64 tahun memiliki persepsi yang 
sustainable. Hal ini dikarenakan kondisi fisik responden yang berusia 
dewasa masih mendukung dalam pelaksanaan program Corporate Social 
Responsibility (CSR). Pada variabel manfaat, sebanyak 23 orang atau 
57,5% responden yang berusia dewasa memiliki persepsi yang filantropis
terhadap manfaat program. Sedangkan hanya 6 orang atau 15% responden 
yang memiliki persepsi yang sustainable terhadap manfaat program. Hal 
ini dikarenakan manfaat dari program Corporate Social Responsibility
(CSR) yang dirasakan oleh responden hanya dalam jangka waktu tertentu 
saja. Misalnya, bantuan dana insentif tiap bulan kepada desa. Pada sub
variabel dampak, dimana sebanyak 14 orang atau 35% memiliki persepsi 
yang karitatif. Hal ini dikarenakan dampak yang diterima responden hanya 
sesaat.
  Persepsi responden yang berusia dewasa lebih baik daripada 
persepsi responden yang berusia tua ataupun muda. Usia dewasa lebih 
dominan terhadap manfaat dari program Corporate Social Responsibility
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(CSR) dikarenakan hasil nyata dari program Corporate Social 
Responsibility (CSR) memberikan manfaat yang nyata bagi mereka.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk sasarannya adalah semua golongan umur, hal inilah yang 
menjadikan usia berhubungan dengan persepsi masyarakat. Program 
Corporate Social Responsibility PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk ingin 
membantu penduduk di sekitar wilayah perusahaan secara menyeluruh 
sehingga program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
diberikan mempunyai sasaran dari segala jenis usia dari muda, dewasa dan 
tua.
2. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Program CSR
Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal tertinggi 
terakhir yang telah diselesaikan oleh seseorang. Tingkat pendidikan 
seseorang akan mempengaruhi pemikiran dan persepsi terhadap program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera.
Berdasarkan Tabel 21, maka dapat diketahui bahwa hubungan antara 
tingkat pendidikan dengan program CSR terdapat hubungan yang 
signifikan. Pada taraf signifikansi 95 % dengan  = 0,05 dengan nilai rs
adalah 0,318 serta dengan arah hubungan yang negatif. Hal ini dapat 
dilihat dalam tabel berikut:











3 1 1 0
0,318* 2,0672 7 14 4
1 2 6 5
Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang maka semakin rendah persepsinya terhadap program Corporate 
Social Responsibility (CSR). Hal ini dikarenakan seseorang yang 
berpendidikan tinggi tidak menjadi prioritas sasaran program Corporate 
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Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, sehingga 
persepsi yang diberikan hanya sebatas teori yang mereka ketahui bukan 
dari pengalaman secara langsung, dalam hal ini sebagai penerima bantuan 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
Tbk. Selain itu responden yang berpendidikan tinggi memiliki wawasan 
dan pengetahuan yang lebih luas dalam melihat dan memberikan persepsi 
terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan 
responden yang berpendidikan sedang memiliki persepsi yang lebih jelas 
terkait dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food, Tbk karena responden merupakan sasaran utama 
dimana pendidikan masih memerlukan bantuan sehingga persepsi yang 
disampaikan lebih jelas karena responden mengalami langsung sebagai 
penerima bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 
Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 
Hal ini dapat diketahui pada variabel tujuan sebanyak 14 orang 
atau 35% responden dengan kategori tamat SLTA/SLTP memiliki persepsi 
yang filantropis, sedangkan 11 orang atau 27,5% responden dengan 
kategori yang sama memiliki persepsi yang sustainable terhadap tujuan 
program. Karena dengan pendidikan yang didapatkan oleh responden akan 
membantu dalam menentukan persepsi yang diterima. Pada variabel 
sosialisasi, sebanyak 18 orang atau 45% yang memiliki kategori sedang 
yaitu tamat SLTA/SLTP memiliki persepsi yang filantropis. Sama halnya 
dengan responden yang berkategori kurang atau tamat/tidak tamat SD, 
sebanyak 12 orang 30% memiliki persepsi yang filantropis. Hal ini 
dikarenakan perusahaan memberikan sosialisasi yang efektif sehingga 
responden mampu memahami maksud dari sosialisasi program. Pada 
variabel pelaksanaan sebanyak 15 orang atau 37,5% responden yang 
berkategori pendidikan sedang memiliki persepsi yang sustainable dan 10 
orang atau 25% responden dari kategori yang sama memiliki persepsi yang 
filantropis terhadap pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan dengan 
pendidikan yang berkategori sedang responden mampu melaksanakan 
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program Corporate Social Responsibility (CSR) secara tepat guna. Pada 
variabel manfaat sebanyak 19 orang responden atau 47,5% dengan 
kategori sedang memiliki persepsi yang filantropis dan sebanyak 11 orang 
responden atau 27,5% memiliki persepsi yang sama. Hal ini dikarenakan 
program Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki sasaran luas 
sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pada variabel dampak 
sebanyak 11 orang responden atau 27,5% dengan kategori pendidikan 
sedang memiliki persepsi yang karitatif, sedangkan 9 orang responden 
atau 22,5% dari kategori pendidikan yang sama memiliki persepsi yang 
filantropis dan 5 orang resonden atau 12,5% lainnya memiliki persepsi 
yang sustainable. 
Tingkat pendidikan dengan kategori sedang yaitu tamat 
SLTA/SLTP lebih dominan terhadap manfaat dari program Corporate 
Social Responsibility (CSR) dikarenakan hasil dari program Corporate 
Social Responsibility (CSR) memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. 
Masyarakat desa Sepat Kecamatan Masaran memiliki tingkat pendidikan 
yang cukup karena yang paling rendah adalah tidak tamat SD dan yang 
paling tinggi adalah Sarjana Strata 1. Hal ini tidak lepas kaitanya dengan 
program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk yang memberikan bantuan pada bidang pendidikan yang 
meliputi program beasiswa bagi anak berprestasi, pemberian dana kepada 
semua SD negeri di desa Sepat serta pemberian insentif kepada para guru 
yang memberika pelajaran tambahan kepada muridnya. 
3. Hubungan antara Jenis Pekerjaan dengan Program CSR
Jenis pekerjaan merupakan jenis mata pencaharian pokok yang 
dilakukan oleh responden sebagai sumber penghidupannya dan 
keterkaitannya dengan perusahaan. Dalam penelitian ini jenis pekerjaan 
memiliki tiga kategori yaitu pekerjaan tetap, pekerjaan tetap dan 
sampingan dan pekerjaan tidak tetap. Berdasarkan Tabel 21, maka dapat 
diketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara jenis 
pekerjaan dengan program CSR. Pada taraf signifikansi 99% dengan  = 
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0,01 dengan nilai rs adalah 0,436 serta dengan arah hubungan yang positif. 
Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:










9-11 3 3 0
0,436** 2,9866-8 5 12 3
3-5 2 6 6
Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenis pekerjaan maka semakin 
tinggi persepsi seseorang terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR). Masyarakat desa Sepat Kecamatan Masaran 
memiliki berbagai macam jenis pekerjaan dan banyak diantaranya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dimana salah 
satu program tersebut adalah mengutamakan masyarakat sekitar sebagai 
tenaga kerja di perusahaan tentunya sesuai dengan kemampuan masing-
masing individu. Hal ini akan memberikan persepsi yang positif dari 
masyarakat terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 
Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
Namun persepsi masyarakat akan berbeda ketika masyarakat 
sekitar mempunyai pekerjaan diluar dari pelaksanaan program Corporate 
Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk atau yang 
memiliki pekerjaan diluar daerah. Hal ini terbukti ketika masyarakat 
memberikan persepsinya terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk  mereka yang 
bekerja diluar daerah tidak mengetahui informasi terbaru dari perusahaan 
terkait dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food, Tbk sehingga persepsi yang dihasilkan kurang begitu 
baik. Namun bagi masyarakat sekitar yang memiliki jenis pekerjaan yang 
berhubungan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 
Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk memiliki persepsi yang baik karena mereka 
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mengetahui setiap informasi terbaru dari perusahaan dan rutin 
mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk membahas 
permasalahan yang ada di sekitar lingkungan masyarakat.
Hal ini dapat diketahui pada variabel tujuan sebanyak masing-
masing 10 orang responden atau 25% dengan kategori pekerjaan tetap 
memiliki persepsi yang sustainable dan filantropis. Hal ini dikarenakan 
responden yang memiliki pekerjaan tetap dapat memahami secara 
langsung tujuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) 
karena kebanyakan dari responden yang memiliki pekerjaan tetap adalah
karyawan di perusahaan. Pada variabel sosialisasi sebanyak 15 orang atau 
37,5% responden dengan kategori pekerjaan tetap memiliki persepsi yang 
filantropis. Sedangkan pada kategori pekerjaan tidak tetap, sebanyak 12 
atau 30% responden memiliki persepsi yang filantropis juga. Hal ini 
dikarenakan sosialisasi dari perusahaan tidak hanya dilakukan di dalam 
perusahaan saja akan tetapi diluar perusahaan juga khususnya di desa 
Sepat. Perusahaan bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa Sepat 
serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi program Corporate 
Social Responsibility (CSR). Pada variabel pelaksanaan responden yang 
memiliki kategori pekerjaan tetap, sebanyak 14 orang atau 35% responden 
memiliki persepsi yang sustainable. Hal ini karena responden 
mendapatkan pekerjaan tetap sebagai karyawan di PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk.
Pada variabel manfaat responden dengan kategori pekerjaan tetap 
sebanyak 14 orang atau 35% memiliki persepsi yang filantropis. Sama 
halnya dengan responden yang memiliki kategori pekerjaan tidak tetap, 14 
orang atau 35% mempunyai persepsi yang filantropis. Hal ini dkarenakan 
manfaat yang dirasakan tidak hanya untuk karyawan perusahaan saja tetapi 
juga untuk masyarakat luas yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Pada 
variabel dampak sebanyak 10 orang atau 25% responden dengan kategori 
pekerjaan tidak tetap memiliki persepsi yang karitatif. Hal ini dikarenakan 
program yang diberikan berdampak sementara tidak berkelanjutan bagi 
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responden yang  memiliki pekerjaan tidak tetap. Jenis pekerjaan dengan 
kategori sedang yaitu memiliki pekerjaan tetap lebih dominan terhadap 
sosialisasi dari program Corporate Social Responsibility (CSR) 
dikarenakan responden yang memiliki pekerjaan tetap adalah masyarakat 
yang bekerja sebagai karyawan di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, 
sehingga informasi mengenai sosialisasi program Corporate Social 
Responsibility (CSR) mereka dapatkan dengan mudah.
4. Hubungan antara Tingkat Pendapatan dengan Program CSR
Tingkat pendapatan merupakan jumlah pendapatan rata-rata yang 
diperoleh responden setiap bulannya selama tiga bulan terakhir. Tingkat 
pendapatan dapat menentukan kesejahteraan hidup seseorang. Berdasarkan 
Tabel 21, maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara tingkat pendapatan dengan program CSR. Pada taraf signifikansi 95 
% dengan  = 0,05 dengan nilai rs adalah 0,376 serta dengan arah 
hubungan yang positif. Hal ini dapat diketahui pada tabel berikut:










12-15 0 0 0
0,376 * 2,5008-11 6 17 2
4-7 4 4 7
Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendapatan maka 
semakin tinggi persepsi seseorang terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR), karena tingkat pendapatan masyarakat bergantung 
pada program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Food, Tbk, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang positif 
terhadap program tersebut. Dan pada kenyataannya banyak masyarakat 
yang memiliki pendapatan lebih karena bantuan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dengan 
membuka usaha baru seperti berdagang dan perusahaan membantu dalam 
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pemasarannya khususnya bagi usaha yang bergerak dibidang pangan. 
Selain itu masyarakat juga dapat memiliki pekerjaan tetap dengan bekerja 
sebagai karyawan di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 
Hal ini dapat diketahui dari variabel tujuan dimana sebanyak 13 
orang atau 32,5% responden dengan kategori pendapatan sedang memiliki 
persepsi yang  filantropis. Sedangkan 12 orang atatu 30% responden yang 
berkategori sama memiliki persepsi yang sustainable. Pada variabel 
sosialisasi sebanyak 25 orang atau 62,5% responden dengan kategori 
pendapatan sedang memiliki persepsi yang karitatif. 15 orang atau 37,5% 
responden dengan kategori pendapatan kurang yaitu antara 0-Rp 
500.000,00 memiliki persepsi yang karitatif. Hal ini dikarenakan 
responden yang memiliki pendapatan kurang adalah yang tidak memiliiki 
pekerjaan tetap sehingga kurang maksimal dalam mendapatkan sosialisasi. 
Pada variabel pelaksanaan sebanyak 17 orang atau 42,5% responden 
dengan kategori pendapatan sedang memiliki persepsi yang sustainable. 
Hal ini dikarenakan responden merupakan karyawan di perusahaan 
sehingga mendapatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang berkelanjutan. Pada variabel manfaat sebanyak 20 orang atau sebesar 
50% responden dengan kategori pendapatan sedang yaitu antara Rp 
500.001–Rp 1.000.000 memiliki persepsi yang sustainable terhadap 
manfaat. Hal ini dikarenakan responden merasakan manfaat dari program 
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam jangka waktu yang panjang. 
Pada variabel dampak sebanyak 13 orang atau 32,5% responden dengan 
kategori pendapatan sedang memiliki persepsi yang karitatif.
Tingkat pendapatan dengan kategori sedang yaitu pendapatan 
antara Rp 500.001-Rp 1.000.000 lebih dominan terhadap sosialisasi dari 
program Corporate Social Responsibility (CSR) dikarenakan responden 
yang memiliki pendapatan antara Rp 500.001-Rp 1.000.000 merupakan 
responden yang memiliki pekerjaan tetap yang bekerja sebagai karyawan 
di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, sehingga informasi mengenai 
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sosialisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka 
dapatkan dengan mudah.
5. Hubungan antara Status Sosial dengan Program CSR
Status sosial merupakan kedudukan sosial responden di dalam 
lingkungannya yang dibedakan menjadi tokoh masyarakat dan bukan 
tokoh masyarakat, dalam penelitian ini yang dimaksud tokoh masyarakat 
adalah aktivis desa dan para kader, sedangkan yang bukan tokoh 
masyarakat adalah warga biasa. Berdasarkan tabel 20, maka dapat 
diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial 
dengan program CSR. Pada taraf signifikansi 95 % dengan  = 0,05 
dengan nilai rs adalah 0,382 serta dengan arah hubungan yang positif. Hal 
ini dapat diketahui pada tabel berikut:
Tabel 25. Hubungan antara Status Sosial dengan Program CSR
Status Sosial (X5)
Persepsi






12-15 2 1 0
0, 382* 2,5488-11 4 14 1
4-7 4 6 8
Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2010
Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi status sosial maka 
semakin tinggi pula persepsinya terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Misalnya dalam 
masyarakat terdapat tokoh masyarakat yang telah dipercaya oleh warga 
karena memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas dari pada warga 
yang lain, sehingga ini menjadikan seseorang sebagai tokoh masyarkat 
ataupun aktivis organisasi. Dengan status sosial seperti aktivis organisasi 
ataupun kader seseorang akan memberikan persepsi yang berbeda dengan 
warga biasa. Karena aktivis organisasi dan kader selain memiliki 
pengetahuan yang luas, mereka secara langsung mendapatkan program
Corporate Social Responsibility (CSR) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk  
dimana dalam programnya terdapat pemberian dana bantuan kepada para 
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kader dan organisasi kepemudaan. Dalam penelitian ini status sosial 
meliputi aktivis organisasi, para kader dan warga masyarakat pada 
umumnya.
Hal ini dapat diketahui dari tujuan dimana masing-masing 
sebanyak 11 orang atau 27,5% responden dengan kategori status sosial 
yang sedang dan kurang memiliki persepsi yang filantropis. Pada variabel 
sosialisasi, sebanyak 16 orang atau 40% responden dengan kategori warga 
biasa memiliki persepsi yang filantropis sedangkan 15 orang atau 37,5% 
resonden memiliki persepsi yang filantropis. Hal ini dikarenakan 
perusahaan memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Sepat tidak 
hanya kepada para Kader dan aktivis desa. Pada variabel pelaksanaan 
sebanyak 13 orang atau 32,5% responden yang menjadi Kader memiliki 
persepsi yang sustainable terhadap pelaksanaan program. Pada variabel 
manfaat sebanyak 15 orang atau 3,5% responden dengan kategori sedang 
memiliki persepsi yang filantropis dan pada variabel dampak sebanyak 
masing-masing 10 orang atau 25% responden dengan kategori sedang dan 
rendah memiliki persepsi yang karitatif. Status sosial dengan kategori 
sedang yaitu kader lebih dominan terhadap sosialisasi dan manfaat dari 
program Corporate Social Responsibility (CSR) dikarenakan responden 
yang merupakan seorang Kader memiliki hubungan langsung dengan 
perusahaan, sehingga terkait dengan sosialisasi sangat mudah untuk 
diakses oleh para Kader. Selain itu, manfaat dari program Corporate 
Social Responsibility (CSR) juga dirasakan secara langsung oleh para 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengkaji persepsi 
masyarakat terhadap program Corporate social Responsibility (CSR) PT. Tiga 
Pilar Sejahtera Food, Tbk, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan bahwa :
1. Tingkat persepsi penerima program terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk adalah filantropi
dimana perusahaan hanya memberikan sumbangan yang ditujukan untuk 
kegiatan investasi sosial atau kegiatan yang diarahkan pada penguatan 
kemandirian masyarakat. Hal ini terbukti bahwa masyarakat telah 
mengetahui tujuan, sosialisasi, pelaksanaan, manfaat dan dampak dari 
program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera 
Food, Tbk. 
2. Hubungan antara variabel –variabel yang mempengaruhi persepsi dengan 
tingkat persepsi penerima program terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk adalah sebagai 
berikut :
a. Terdapat hubungan yang signifikan yaitu korelasi negatif  antara usia 
dengan persepsi penerima program terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dimana 
semakin tinggi usia maka persepsi terhadap program semakin rendah.
b. Terdapat hubungan yang signifikan yaitu korelasi negatif antara 
tingkat pendidikan dengan persepsi penerima program terhadap 
program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar 
Sejahtera Food, Tbk dimana semakin tinggi pendidikan seseorang 
maka persepsinya terhadap program semakin rendah.
c. Terdapat hubungan yang sangat signifikan yaitu korelasi positif antara 
jenis pekerjaan dengan persepsi penerima program terhadap program
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
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Tbk dimana semakin tinggi jenis pekerjaan seseorang maka semakin 
tinggi pula persepsinya terhadap program.
d. Terdapat hubungan yang signifikan yaitu korelasi positif antara tingkat 
pendapatan dengan persepsi penerima program terhadap program
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
Tbk dimana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka 
semakin tinggi persepsinya terhadap program.
e. Terdapat hubungan yang signifikan yaitu korelasi positif antara status 
sosial dengan persepsi penerima program terhadap program Corporate 
Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk
dimana semakin tinggi status sosial maka semakin tinggi pula 
persepsinya terhadap program.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun maka saran yang 
disampaikan adalah :
1. Mengingat bahwa dalam tujuan, sosialisasi dan manfaat program termasuk 
ke dalam kategori filantropi (sedang) maka hendaknya pihak perusahaan 
lebih memfokuskan pada tujuan program yaitu memampukan masyarakat 
di sekitar perusahaan agar mandiri.
2. Mengingat bahwa persepsi masyarakat terhadap program Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk masih dalam 
kategori filantropi dimana perusahaan hanya memberikan sumbangan 
yang ditujukan untuk kegiatan investasi sosial atau kegiatan yang 
diarahkan pada penguatan kemandirian masyarakat, maka hendaknya 
perusahaan tidak hanya sekedar memberikan sumbangan saja akan tetapi 
memberikan program yang lebih sustainable (berlanjutan) agar dapat 
mewujudkan masyarakat yang mandiri.
3. Mengingat tidak adanya evaluasi dalam program Corporate Social 
Responsibility (CSR), maka PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 
seharusnya melakukan evaluasi pada program-program yang dilakukan 
bersama masyarakat sekitar khususnya program Corporate Social 
104
Responsibility (CSR) guna mengetahui tingkat keberhasilan dari program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 
Tbk.
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